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LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-19/PJ/2019 TENTANG SURAT

PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN

A. Format Surat Pemberitahuan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak
Elektronik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5732062, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : A1) Tanggal : ................ (2)
Hal Pemberilahuan Penyampalan Formulir Surat
Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik

Yth o (3)
NPWP © oo (4)

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan, bersama ini kami sampaikan bahwa Formulir Surat Pemberitahuan Objek
Pajak Elektronik untuk Objek Pa]ak

Nomor Objek Pajak = .......... (D)

sektor S s RS s e )

subsektor T (7)

lokasi S RS (8)

telah tersedia pada Laman Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses melalui situs resmi Direktorat
Jenderal Pajak di alamat .. e ..(9).

Saudara diminta untuk:
1. mengunduh Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik di Laman Direktorat Jenderal

Pajak atau saluran tertentu;

2. mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik dengan jelas, benar, dan lengkap;
dan

3. mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik dengan mengunggah ke Laman
Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelal ..covcuuesmemsaons g (10).

Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi kami
melalui call center 1500200.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Pajak,
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENYAMPAIAN SURAT

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)

PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ELEKTRONIK

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak.

Diisi nama sektor Objek Pajak.

Diisi nama subsektor Objek Pajak, apabila ada.

Diisi alamat lokasi Objek Pajak

Diisi alamat Laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran
tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang
dapat diakses oleh Wajib Pajak.

Diisi tanggal penyampaian formulir SPOP Elektronik.

Diisi tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak.
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B. Daftar Jenis, Nama, dan Ukuran Formulir SPOP dan Lampiran SPOP

No.

Jenis Formulir

Nama
Formulir

Ukuran dan
Warna Kertas

SPOP

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Perkebunan
Untuk Data Bumi

L-1

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Perhutanan
Subsektor Hutan Alam Untuk Data Bumi

L-2A

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Perhutanan
Subsektor Hutan Tanaman Untuk Data
Bumi

L-2B

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Untuk Data
Permukaan Bumi Onshore

L-3A

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Untuk Data
Permukaan Bumi Offshore

L-3B

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Untuk Data Tubuh
Bumi

L-3C

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan
Untuk Pengusahaan Panas Bumi Untuk
Data Permukaan Bumi Onshore

L-4A

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan
Untuk Pengusahaan Panas Bumi Untuk
Data Permukaan Bumi Offshore

L-4B

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan
Untuk Pengusahaan Panas Bumi Untuk
Data Tubuh Bumi

L-4C

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan
Mineral atau Batubara Untuk Data
Permukaan Bumi Onshore

L-5A

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan
Mineral atau Batubara Untuk Data
Permukaan Bumi Offshore

L-5B

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan
Mineral atau Batubara Untuk Data Tubuh
Bumi

L-5C

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya
Subsektor Perikanan Tangkap

L-6A

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya
Subsektor Pembudidayaan Ikan

L-6B

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya
Subsektor Jaringan Pipa

L-6C

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya
Subsektor Jaringan Kabel

L-6D

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya
Subsektor Ruas Jalan Tol

L-6E

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya
Subsektor Fasilitas Penyimpanan dan
Pengolahan

L-6F

Folio putih

Lampiran SPOP PBB Sektor Perkebunan,
Perhutanan, Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi, Pertambangan Untuk
Pengusahaan Panas Bumi, dan
Pertambangan Mineral atau Batubara
Untuk Data Bangunan

L-7

Folio putih




C.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SPOP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN PAJAK

SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, PERTAMBANGAN UNTUK

210

PENGUSAHAAN PANAS BUMI, PERTAMBANGAN MNERAL ATAU BATUBARA, DAN SEKTOR LAINNYA

A ——
PERHATIAN:

1. BACALAH PETUNJUK PENGISIAN SEBEL UM MELA KUKAN PENGISI N SURAT PEMBERITA HUAN ORIEK PAUAK (SPOP) DAN LAMARAN SPOP.
1 BLAHDENGAN HURLF KARTAL

PEMBE TULAN KE Dj

JENIS TRANSAKSI - |:| 1. PENDAFTARAN 2. PEMUTAKHIRAN
1. NOP :
| BN (N 17 R N S T S (S [ VS NS [N SO R S (R S | I I | | I R |
2. NOP ASAL :
| R i B T N M (NN RS | G S P [N (IS O SR [ |
3. NPWP :
tyang ledatarpads KPP | B 0 ) O ST L PO M SN (L R R (] I e T I O |
lompal Objok Pajek POD
lewanan)
4. SEKTOR = D 1. PERKEBUNAN 2. PERHUTANAN 3 PERTAMBANGAN 4 PERTAMBANGAN 5 PERTAMBANGAN 6 SEKTOR LAINNYA
MINYAK DANGAS  UNTUK MINERAL ATAU
BUMI PENGUSAHAAN BATUBARA
PANAS BUMI
5 JENS/SUBSEKTOR D A HUTANALAM A ONSHORE A. ONSHORE A. ONSHORE A. PERIKANAN
B. HUTANTANAMAN B, OFFSHORE B, OFFSHORE B. OFFSHORE TANCIO
C. TUBUH BUMI C. TUBUH BUMI €. TUBUH BULMI B. ;‘:—"‘:‘Bm‘“‘m
C. JARINGAN PIPA
D. JARINGAN KABEL
E. RUAS JALAN TOL
F. FASILITAS
PENYIMPANAN DAN
PENGOLAHAN
6. STATUS KEGIATAN [:l I. EKSPLORASI 2 EKSPLOITASI/ OPERASI PRODUKS!
o 3 DATALOKASI OBJEK PAJAK - i O e
: s’ ar
{ N TN S Y T N Y B | 1 TN i T A ] A}
Luns’ BT
| W I S NI SO B - | N S RIS ] [ i (Y | IS S )
LS’ AT
1 [ Y .| oL} | N ST [ | LN gt N 1 |
ey BT
' J v L 1 L e _1 3L 1 ]

3. DESAKELURAHAN

5. KABUPATENKOTA

[
4 KECAMATAN :1
l
6 PROVINSI I

T sonmsume oA

L

2 ENS : D 1LBADAN,  BENTUK BADANHUKUM [
2 ORANG PRIBADI
3 ALAMAIL
a JALAN 4 |
b, NOMOR ' RT Rw
T T O [T | T AT
. DESA/KELURAHAN |
d. KECAMATAN : [

e KABUPATENKOTA  © f

{ PROVINS! |
9. KODE POS t
O O O
4. EMAL :I

L—- |_.I_..__.I_..

6. NOMOR TELEPON

6. NOMOR FAKSIMILE

7. NOMOR HANDPHONE
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4 i P e e ERT I L KT y— — —_ HALAMAN KE-2
| Ul CIDATALUAS BUMIOANLUAS BANGURAN T i
No lﬁnghhuuunlmhnlmuu.mm,.,u*.w s o —[ 3
1. Bum [c_;l .
I-C—il m?*

| D.DATAPENDAPATAN |

- d 4 LY -
Penglsian Ruplah merupaken hash parbulsisn ke baw ah Ianpa nilal desimal

-

TOTAL PENDAPATAN

D

aoana e L FRAT

SEKTOR PERHUTANAN

SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

SEKTOR PERKEBUNAN
Drmmm Lt ferrboae
[ TS TS S . |
Dmﬂwm L7 lerrbac
— 1

Duo«uu&n UP-B/1IUP / ITUBP /HGU

Dtmoam PERKEMBANGAN USAHA

DFOHMJLH L-2A fertbar
| SN TN T—)

Dﬁoaml.n L-28 et
el 1

L__]Fonmm L7 lerrbar
| W S W— — )

DOKUMEN IUPHHK / IUPHHBK / IUPHHK-RE / HAK
PENGUSAHAAN / HAK PEMUNGUTAN / PENUGASAN

Dmmn L3A lembar
DFOHM.I'LIR Lag terbar
Elsonwm L3¢ ertar
DFORMR L7 lombar

DRENCMA KERJADAN ANGGARAN BIAYA

DSURAY PERNYATAAN

DPE TA TAHUN TANAM DRENC ANA KERJA USAHA Ducxuusu KONTRAK KERJA SAMA
Ds"’““' PERINTAN D“E“c”"‘ KERJATARINAN DPETA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI
DPE“ KERJA Dwmomzancw FOR EXPENDITURE
[j"”‘“ PERNYATAAN Dnﬂmcw. QUARTERLY REPORT TRIWULAN IV
Eloomuau KONTRAK ATAU PERJANJIAN JUAL BELI GAS
[ Jsumarpervaran
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU SEKTOR LAINNYA
PANAS BUMI BATUBARA
FORMULIR L-4A temba FORMULIR L-5A tombar FORMULIR L-6A tembar
FORMULIR L48 lorrt FORMULIR L-58 lerrbar FORMULIR L-68 et
D — = D | P S D | D ) il
Dsmmm L4C I ‘:IFORWLR L-sC tembar Dfoamn L8C termbar
| WS ) | W N — — T - —_—
FORMULIR L-7 iemba FORMULIR L-7 et FORMULIR L-60 lerrbar
DOKUMEN IZIN / KUASA PENGUSAHAAN | KONTRAK / DOKUMEN IUP / IUP-K / IPR / KONTRAK KARYA! Drom.uun L-8E lembac
PENUGASAN PKP2B e
DPETJ\ VILAYAH KERJA I:lneucm.\ KERJA DAN ANGGARAM BIAYA DFORMn L-8F lerrtiar
| SR W — ]

Dsumw PERNYATAAN

Doo«uwu 1zZm
Doouweu PENDUKUNG ISIAN SPOP

D SURAT PERNYATAAN

(isi dengan landa silang pada kolak yang lersedia sesuai dengan dokumen yang dilampirkan diseral dengan jumiah lembar lampiran.)

Suy.n menyalakan bahwa SPOP inl

Bumi dan Bangunan

1. DsusJeu PAJAK/WAIIB PAJAK

2 DKUAEA WANB PAJAK 3

5. TANDA TANGAN DAN CAP

SloE oy * 3 fu e 4 pied i L8 il i i
Telah dils] dengan jelas, benar, dan lengkap, sesual dengan hllnhn-;\ Pasal 0 ayal (2) Undang-Undang Momor 12 Tahun 1985 leniang Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 lenlang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tenlang Pajak

(Tempai)

4'l 1_J

(Tanggal)

L 1L

) [T | Ll
{Bulan) (Tahun)

6. NAMA LENGKAP : |

7. JABATAN : |

]

Dalam hal dilandalangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPOP harus dilampld dengan Sural Kuasa Khusus.

Balas waklu pengembalian SPOP bal-lambainya 30 (liga puluh) hari selelah dilerimanya SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak sesuai dengan kelenluan Pasal 9

ayal (2) Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Bumi den Bangunan sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 lenlang Perubahan
alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 teniang Pajak Bumi dan Bangunan
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPOP

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Subjek Pajak atau
Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

1.

[

N

Setiap Subjek Pajak atau Wajib Pajak harus mengisi formulir SPOP dengan jelas,
benar, dan lengkap, serta menandatanganinya.

SPOP harus dikembalikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah tanggal diterimanya formulir SPOP oleh Subjek Pajak atau
Wajib Pajak.

SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, pengurus, direksi,
atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri
dengan surat kuasa khusus.

SPOP dianggap tidak dikembalikan apabila tidak ditandatangani.

PETUNJUK PENGISIAN
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian formulir SPOP dan Lampiran
SPOP adalah sebagai berikut.
SPOP digunakan untuk melaporkan data satu Nomor Objek Pajak.
SPOP harus dilampiri dengan Lampiran SPOP dan dokumen pendukung isian
SPOP.
Lampiran SPOP terdiri dari Lampiran SPOP untuk data bumi dan Lampiran SPOP
untuk data bangunan. Lampiran SPOP untuk data bumi digunakan untuk
melaporkan data rinci bumi. Lampiran SPOP untuk data bangunan digunakan
untuk melaporkan data rinci bangunan. Khusus untuk PBB Sektor Lainnya, data
bumi dan data bangunan diisi pada Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya.
Pengisian luas bumi, luas bangunan, dan total pendapatan pada SPOP
merupakan hasil pembulatan ke bawah tanpa nilai desimal.
Pengisian besaran angka pada Lampiran SPOP berlaku ketentuan 2 (dua) angka
di belakang koma dengan pembulatan, yaitu dalam hal angka pada digit ketiga di
belakang koma lebih dari lima maka dibulatkan ke atas dan dalam hal angka
pada digit ketiga di belakang koma kurang dari atau sama dengan lima maka
dibulatkan ke bawah.
Nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak Orang Pribadi ditulis lengkap. Penulisan
gelar akademis/gelar keagamaan/pangkat militer/pangkat polisi disingkat dan
diletakkan di belakang nama setelah tanda koma (,) dan diakhiri dengan tanda
titik (.). Nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak Badan ditulis tanpa mencantumkan
nama bentuk badan hukum. Nama bentuk badan hukum diisi pada kolom isian
bentuk badan hukum.
Pengisian tanggal menggunakan format hari/bulan/tahun (dd/mm/yyyy).
Subjek Pajak atau Wajib Pajak dapat memperbanyak formulir Lampiran SPOP
sesuai dengan kebutuhan isian data. Dalam hal isian data lebih dari satu
halaman formulir maka bagian yang dijumlahkan merupakan halaman terakhir.
Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda “-“ atau
“NIHIL” pada kolom/baris isian.
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KANTOR WILAYAH DJP . Diisi oleh petugas.

KANTOR PELAYANAN PAJAK : Diisi oleh petugas.

TAHUN PAJAK . Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP

oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

JENIS TRANSAKSI . Diisi angka 1 (satu) jika merupakan pendaftaran
atau angka 2 (dua) jika merupakan pemutakhiran.

1. NOP . Diisi NOP Objek Pajak.

2. NOP ASAL : Diisi NOP Objek Pajak sebelumnya, dalam hal terjadi

perubahan NOP. Dalam hal tidak terjadi perubahan
NOP, diisi tanda "-".

3. NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

4. SEKTOR . Diisi pilihan angka sesuai dengan sektor yang akan
dilaporkan. Contoh Subjek Pajak atau Wajib Pajak
akan melaporkan Objek Pajak PBB sektor
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, maka diisi
angka 3.

5. JENIS/SUBSEKTOR . Diisi pilihan angka sesuai dengan jenis bumi atau
subsektor yang akan dilaporkan. Contoh: Subjek
Pajak atau Wajib Pajak akan melaporkan Objek
Pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi untuk jenis bumi permukaan bumi onshore,
maka diisi angka 1.

6. STATUS KEGIATAN : Hanya diisi untuk PBB Sektor Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan
Untuk Pengusahaan Panas Bumi, dan PBB Sektor
Pertambangan Mineral atau Batubara. Diisi angka 1
jika status kegiatan berupa eksplorasi, angka 2 jika
status kegiatan berupa eksploitasi atau operasi

produksi.
A. DATA LOKASI OBJEK PAJA
1. NAMA - Diisi nama kebun, nama hutan, nama wilayah
kerja, atau nama wilayah perairan.
2. TITIK KOORDINAT . Diisi titik koordinat geografis dari 4 (empat) titik

batas terluar Objek Pajak sebagai bounding box
yaitu untuk nilai latitude maupun nilai longitude
yang melingkupi wilayah Objek Pajak, dalam format
derajat, menit, detik (degree, minute, second/DMS).

3. DESA/KELURAHAN : Diisi nama desa/kelurahan yang meliputi Objek
Pajak. Dalam hal Objek Pajak meliputi lebih dari
satu desa/kelurahan maka diisi salah satu nama
desa/kelurahan.

4. KECAMATAN . Diisi nama kecamatan yang meliputi Objek Pajak.
Dalam hal Objek Pajak meliputi lebih dari satu




5. KABUPATEN/KOTA
6. PROVINSI

=

kecamatan maka diisi nama kecamatan yang
meiiputi Cbjek Pajak paling luas.

: Diisi nama kabupaten atau kota alamat Objek Pajak.
: Diisi nama provinsi alamat Objek Pajak.

Pengisian data lokasi Objek Pajak untuk PBB Sektor Lainnya hanya diisi pada
bagian nama dan titik koordinat.

B. DATA SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NAMA

2. JENIS

3. ALAMAT
a. JALAN

b. NOMOR

c. DESA/
KELURAHAN

d. KECAMATAN
e. KABUPATEN/
KOTA

f. PROVINSI

g. KODE POS

4. EMAIL

5. NOMOR TELEPON

6. NOMOR FAKSIMILE

7. NOMOR
HANDPHONE

: Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak yang

dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.

. Diisi pilihan angka yang sesuai. Dalam hal badan,

diisi bentuk badan hukumnya seperti PT, CV,
Koperasi, dan sebagainya.

: Diisi nama jalan alamat domisili sebenarnya dari

Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat digunakan
untuk keperluan korespondensi.

: Diisi nomor jalan atau nomor blok jalan alamat

domisili sebenarnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak
yang dapat digunakan untuk  keperluan
korespondensi.

: Diisi nama desa atau kelurahan alamat domisili

sebenarnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak yang
dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.

. Diisi nama kecamatan alamat domisili sebenarnya

dari Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat
digunakan untuk keperluan korespondensi.

: Diisi nama kabupaten/kota alamat domisili

sebenarnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak yang
dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.

: Diisi nama provinsi alamat domisili sebenarnya dari

Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat digunakan
untuk keperluan korespondensi.

: Diisi nomor kode pos alamat domisili sebenarnya

dari Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat
digunakan untuk keperluan korespondensi.

. Diisi alamat email aktif Subjek Pajak/Wajib Pajak

yang masih digunakan.

: Diisi nomor telepon Subjek Pajak/Wajib Pajak yang

dapat dihubungi.

: Diisi nomor faksimile Subjek Pajak/Wajib Pajak

yang dapat dihubungi dan dapat digunakan untuk
keperluan korespondensi.

. Diisi nomor handphone Subjek Pajak/Wajib Pajak

yang dapat dihubungi.

C. DATA LUAS BUMI DAN LUAS BANGUNAN

1. BUMI

: Diisi total luas bumi yang dikenakan PBB dalam

satuan meter persegi.



2. BANGUNAN

D. DATA PENDAPATAN

TOTAL PENDAPATAN

E. LAMPIRAN

Isi dengan tanda silang pada kotak yang tersedia sesuai dengan dokumen yang
dilampirkan disertai dengan jumlah lembar lampiran. Surat pernyataan yang
dimaksud dalam lampiran ini yaitu surat pernyataan yang menjelaskan alasan
tidak dapat dilampirkannya dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai dokumen pendukung isian SPOP.

F. PERNYATAAN

1

2.

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
KUASA WAJIB
PAJAK

TEMPAT

TANGGAL
TANDA TANGAN
DAN CAP

NAMA LENGKAP

JABATAN

+ 17 -

: Diisi total luas bangunan dalam satuan meter

persegi.

: Diisi total pendapatan kotor dalam mata uang

Rupiah untuk PBB Sektor Perhutanan Subsektor
Hutan Alam, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Untuk
Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor
Pertambangan Mineral atau Batubara, PBB Sektor
Lainnya Subsektor Perikanan Tangkap, dan PBB
Sektor Lainnya Subsektor Pembudidayaan Ikan.

: Diisi tanda silang bila SPOP ditandatangani oleh

Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

. Diisi tanda silang bila SPOP ditandatangani oleh

kuasa Wajib Pajak.

: Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

SPOP.

: Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian

SPOP.

: Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

: Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
SPOP.

. Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
SPOP.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-1

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
L"'1 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2 0
SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK DATA BUMI PEMBETULAN KE l | |
NOP
NS U [N TN T O O T (O RO N MO [ NN (N RO (SO SR (JN N N RO T |

NPWP

o, DO G O I ]
Wt ARG ST e 0 L A - ADATA UMUM | B Yl SR E s AR .
1. DATA IUP-B I IUP | ITUBP | HGU
NO| JENIS IZINHAK NOMOR IZINFHAK TANGGAL 1ZINVHAK LUAS (m") KETERANGAN
F i 2 k] [] -] L

IUP-B / IUP / ITUBP

+ |HGU DI DALAM IUP-B / IUP / ITUBP

HGU DI LUAR IUP-B / IUP [ ITUBP

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUP-B / IUP | ITUBP /| HGU YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA
PERKEBUNAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

NO NAMA PENGUASAAN NOMOR TANGGAL LUAS (m") KETERANGAN
T T 3 7 ] 0
TOTAL LUAS (m*)
3. DATA PLASMA
NO/ PENGELOLA NPWP LOKASI LUAS (m?") PRODUKTIVITAS (Ton)
1 2 3 i k] []

4. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP-B/ IUP | ITUBP | HGU DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA
PERKEBUNAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

NO| PROVINSI KABUPATEN/KOTA NOP LUAS (m") KPP
H J T 5 L]

_ B.DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBI

1. AREAL PRODUKTIF

KEBUN / owvisi/  |xooe|  Jems TAHUN | KONTUR | JEMIS KONDISI |JARAKKE[ _ o | PRODUKTIVITAS LUAS
MOl EstatE | AFOELLING |BLOK| TANAMAN | TAMam | TAmaH | TANAH JALAN PABRIK (Ton) m")
T 7 T i ] [ T ] ] 10 1] [H [E]
TOTAL LUAS AREAL PRODUKTIE (m?) |a,1

Jumlahkan B.1 pada bagian 8.6

Halaman ke Dj dari D:IHlllmnn Lampiran L-1
Farmuh bl dapat diperbanysk senusl bebutuhan
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LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
L+1 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2|0
SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK DATA BUMI PEMBETULAN KE[:I:'
L 1 ] 1 ] Ll L} [ | 1 | 1 | 0 (RN 55 S IS 551 LB M |

L-_L._Jl_l_..J_Jl__LI_II_JL_L_L_l-I_.I_I J

. BiDATA AREAL YANG DIKENAKAN P

“ £ s [ & &
PRODUKTIF
LUAS AREAL SUDAH
MO| KEBUN 1 ESTATE DIvISH/ KODE | KONTUR JENIS KONDIS! |JARAK KE LUAS AREAL BELUM DIOUAH TETAP LUAS AREAL
AFDELUNG | BLOK | TANAH | TANAH | JALAN | pasri | PARIT D‘(C"-:“ BELUM DITANAMI |  PEMBIBITAN
m
) o}
i 7 y 7 3 5 7 3 7 70 i H
TOTAL LUAS ) l 2 3
LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF (1+ 2+ 3) ’B_"I m
Jumlahkan B.2 pada bagian B8
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF
a  JEMIS TANAH y D 1. LAHAN MINERAL 2. LAHAN GAMBUT
b, KONTUR TANAH : D 1. DATAR 2. BERBUKIT
c. KONDISI JALAN : D 1. SANGAT BAIK 2. BAIK 3. SEDANG 4. JELEK
LUAS AREAL TIDAK PRODUKTIF IE;I m*
Jumiahkan B.3 pada baglan B.5
4. AREAL PENGAMAN
a. PARIT : D 1. ADA 2. TIDAK ADA
b, JALAN : D 1. ADA 2. TIDAK ADA
2. BERBUKIT

c. KONTUR TANAH : D 1. DATAR

LUAS AREAL PENGAMAN : m'
Jumishkan B.4 pada baglan B8

4

5, AREAL EMPLASEMEN

8. KONTUR TANAH D 1. DATAR 2. BERBUKIT
b. KONDISI JALAN D 1.SANGAT BAIK 2. BAIK 3. SEDANG 4. JELEK
c. KETERSEDIAAN -« LISTRIK : D 1. PLN 2. SENDIRI
INFRASTRUKTUR
+ JARINGAN TELEKOMUNIKASI : D 1. ADA 2. TIDAK ADA
LUAS AREAL EMPLASEMEN B m
Jumiahkan B.S padas baglan B 6
6. TOTAL(B.1+B.2+B.3+B.4+BS) l:j‘ i
Pindahkan B 8 ke SPOP baglan C.1
Ll e e e Tor T - B DATAAREAL YANG TIDAK DIKENAKAN FBE 1 it e Tied T3 s o
LUAS
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB I;I m'
2. AREAL YANG DIPUNYAI HAKNYA/DIMANFAATKAN OLEH SELAIN SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK H m'
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2) m*
; it v 13 S A S SR % ’L : PF_“NYA?M!‘ : 3 &

Saya menyalakan bahwa Lampiran SPOP inl lelah dilsi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesual dengan keleniuan Pasal 9 ayal (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lentang Pajak Bumi
dan Bangunan sebagalmana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 lenlang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lentang Pajak Bum! dan Bangunan.

1. DSUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. DKUASA WAJIB PAJAK 3 4

(Tempal) (Tanggal) (Bulan)  (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP

8. NAMA LENGKAP

7. JABATAN

dari Halaman Lampiran L-1
Fermail b vl Halaman ke | | ’ a ED L
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-1

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

Formulir L-1 terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang
harus diisi yaitu tahun pajak, pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE

NOP
NPWP

A. DATA UMUM
DATA IUP- B/IUP/I’I‘UBP/HGU

1.

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3
Kolom Nomor 4
Kolom Nomor S

Kolom Nomor 6

: Diisi tahun pajak PBB terutang.
: Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP

oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

: Diisi NOP Objek Pajak.
: Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek

Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

: Diisi nomor urut.
: Diisi nama izin/hak yang dimiliki antara lain Izin

Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B), Izin Usaha
Perkebunan (IUP), Izin Tetap Usaha Budidaya
Perkebunan (ITUBP), dan/atau Hak Guna Usaha
(HGU). Dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak
memiliki HGU yang berada di dalam areal
berdasarkan IUP-B/IUP/ITUBP, data HGU
diisikan pada bagian HGU di dalam IUP-B/
IUP/ITUBP. Dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak
memiliki HGU yang berada di luar areal
berdasarkan IUP-B/IUP/ITUBP, data HGU
diisikan pada bagian HGU di luar IUP-B/
IUP/ITUBP.

: Diisi nomor izin/hak yang dimiliki.
: Diisi tanggal berlaku izin/hak.
: Diisi luas kawasan perkebunan berdasarkan

1zin/hak dalam satuan meter persegi.

. Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUP-B/IUP/ITUBP/HGU
YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3
Kolom Nomor 4
Kolom Nomor 5
Kolom Nomor 6

DATA PLASMA
Kolom Nomor 1

. Diisi nomor urut.
: Diisi penguasaan yang dimiliki misal sewa-

menyewa atau hak milik.

: Diisi nomor dokumen penguasaan.

. Diisi tanggal mulai penguasaan.

. Diisi luas berdasarkan dokumen penguasaan.
: Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

. Diisi nomor urut.
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Kolom Nomor 2 : Diisi nama pengelola kebun plasma.
Kolom Nomor 3 . Diisi NPWP pengelola kebun plasma.
Kolom Nomor 4 : Diisi nama desa/kelurahan lokasi kebun plasma.

Dalam hal luas kebun plasma meliputi beberapa
desa/kelurahan maka diisi nama kelurahan yang
meliputi kebun plasma paling luas.

Kolom Nomor S : Diisi luas kebun plasma dalam satuan meter
persegi.
Kolom Nomor 6 : Diisi produktivitas per kebun plasma dalam

satuan ton.

DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP-B/IUP/ITUBP/
HGU DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

Kolom No 1 . Diisi nomor urut

Kolom No 2 . Diisi nama provinsi lokasi Objek Pajak.

Kolom No 3 : Diisi nama kabupaten/kota lokasi Objek Pajak.

Kolom No 4 . Diisi NOP Objek Pajak.

Kolom No 5 : Diisi luas Objek Pajak sesuai dengan pembagian
wilayah administrasi.

Kolom No 6 : Diisi nama KPP tempat Objek Pajak terdaftar.

Contoh pengisian data umum:

Perkebunan Jaya memiliki [IUP dengan nomor IUP 88/IUP/1415
seluas 500 ha (5.000.000 m?) dengan masa berlaku selama 80 tahun sejak
ditetapkan. Tanggal IUP ditetapkan adalah tanggal 1 Januari 2019. Areal
pada IUP meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan dan
Kabupaten Kampar. Perusahaan juga memiliki areal di luar areal pada IUP
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan merupakan satu
kesatuan fisik yang tidak terpisahkan berupa pabrik pengolahan hasil
perkebunan seluas 4.000 m? di Kabupaten Pelalawan. Tanah yang
digunakan untuk pabrik pengolahan bersertifikat Hak Guna Bangunan
dengan nomor HGU 374 dan diperoleh pada tanggal
1 Januari 2005. Objek Pajak yang terletak di Kabupaten Pelalawan
diadministrasikan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan diberikan NOP
14.04.012.222.110-1111.1 dengan luas total 3.004.000 m? Objek Pajak
yang terletak di Kabupaten Kampar diadministrasikan oleh KPP Pratama
Bangkinang dan diberikan NOP 14.06.072.221.110-2222.1 dengan luas
total 2.000.000 m2. Pengisian data umum adalah sebagai berikut:

1. DATA IUP-B/IUP/ITUBP/HGU

Jenis Izin/Hak Nomor Tanggal Luas Keterangan
Izin/Hak Izin/Hak (m2)
Izin Usaha Perkebunan | 88/1UP/1415 | 1 Januari 2019 5.000.000 | Izin berlaku
1 (IUP) selama 80
tahun

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUP-B/IUP/ITUBP/HGU
YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK

TERPISAHKAN
No Nama Penguasaan Nomor Tanggal Luas Keterangan
(m?)
1 Sertifikat Hak Guna 374 1 Januari 2005 4.000
Bangunan




3. DATA PLASMA

i

No

Pengelola

Lokasi Luas

(m?)

Keterangan

4. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP-B/IUP/ITUBP/
HGU DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN
UNTUK KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN DAN SECARA FISIK TIDAK

TERPISAHKAN
No | Provinsi | Kabupaten NOP Luas KPP
/Kota (m?)

1 Riau Pelalawan 14.04.012.222.110-1111.1 3.004.000 | KPP Pratama
Pangkalan Kerinci

2 Riau Kampar 14.06.072.221.110-2222.1 2.000.000 | KPP Pratama
Bangkinang

Jumlah 5.004.000

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8

Kolom Nomor 9

Kolom Nomor 1

0

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB
1. AREAL PRODUKTIF
: Diisi nomor urut.

Diisi nama kebun atau nama estate. Kebun atau
estate merupakan satuan pengelolaan terbesar
yang terdiri dari kumpulan divisi atau kumpulan
afdelling.

: Diisi nama divisi atau nama afdelling. Divisi atau

afdelling merupakan satuan pengelolaan di bawah
kebun atau estate yang terdiri dari kumpulan
blok. Dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak
membagi areal produktifnya menjadi divisi dan
afdelling maka diisi nama divisi garis miring nama
afdelling.

: Diisi kode blok berdasarkan standar pemberian

kode yang dimiliki oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak,
dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak tidak
memiliki standar pemberian kode, maka diisi kode
empat digit urut searah jarum jam dimulai dari
arah barat laut dimulai dari angka 0001. Blok
merupakan satuan pengelolaan terkecil pada
usaha di bidang perkebunan.

: Diisi nama jenis tanaman.
. Diisi per tahun tanam untuk masing-masing jenis

tanaman.

. Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah

datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa
tanah berbukit.

. Diisi angka 1 jika jenis tanah berupa lahan

mineral atau angka 2 jika jenis tanah berupa
lahan gambut.

. Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka

2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

. Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dalam

satuan kilometer.




Kolom Nomor 11
Kolom Nomor 12

Kolom Nomor 13

TOTAL LUAS AREAL
PRODUKTIF (B.1)
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: Diisi “ada” bila terdapat parit, atau “-“ Jika tidak

terdapat parit.

: Diisi produktivitas per tahun tanam per jenis

tanaman per blok dalam satuan ton.

. Diisi luas areal produktif per tahun tanam per

jenis tanaman per blok dalam satuan meter
persegi.

: Diisi total luas areal produktif yang merupakan

hasil penjumlahan luas pada kolom 13. Total luas
areal produktif pada bagian B.1 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.6.

2. AREAL BELUM PRODUKTIF

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2
Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8
Kolom Nomor 9

Kolom Nomor 10
Kolom Nomeor 11

Kolom Nomor 12

LUAS AREAL BELUM
PRODUKTIF (1+2+3)

. Diisi nomor urut.
: Diisi nama kebun atau nama estate.
: Diisi nama divisi atau nama afdelling. Dalam hal

Subjek Pajak/Wajib Pajak membagi areal
produktifnya menjadi divisi dan afdelling maka
diisi nama divisi garis miring nama afdelling.

. Diisi kode blok berdasarkan standar pemberian

kode yang dimiliki oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak,
dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak tidak
memiliki standar pemberian kode, maka diisi kode
empat digit urut searah jarum jam dimulai dari
arah barat laut dimulai dari angka 0001.

: Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah

datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa
tanah berbukit.

: Diisi angka 1 jika jenis tanah berupa lahan

mineral atau angka 2 jika jenis tanah berupa
lahan gambut.

: Dusi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka

2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

: Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dalam

satuan kilometer.

: Diisi “ada” bila terdapat parit, atau “-“ jika tidak

terdapat parit.

. Diisi luas areal belum diolah per blok.
: Diisi luas areal sudah diolah tetapi belum

ditanami per blok.

: Diisi luas areal pembibitan per blok.

: Diisi total luas areal belum produktif yang

merupakan penjumlahan dari luas areal belum
diolah, luas areal sudah diolah tetapi belum
ditanami, dan luas areal pembibitan. Luas areal
belum produktif pada bagian B.2 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.6.
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3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

a. JENIS TANAH

b. KONTUR TANAH

c. KONDISI JALAN

LUAS AREAL TIDAK
PRODUKTIF (B.3)

4. AREAL PENGAMAN
a. PARIT

b. JALAN

c. KONTUR TANAH

LUAS AREAL
PENGAMAN (B.4)

5. AREAL EMPLASEMEN
a. KONTUR TANAH

b. KONDISI JALAN

c. KETERSEDIAAN

INFRASTRUKTUR

LUAS AREAL
EMPLASEMEN (B.5)

: Diisi angka 1 jika tanah di areal tidak produktif

sebagian besar merupakan lahan mineral atau
angka 2 jika tanah di areal tidak produktif
sebagian besar merupakan lahan gambut.

. Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal tidak

produktif sebagian besar berupa tanah datar atau
angka 2 jika kontur tanah di areal tidak produktif
sebagian besar berupa tanah berbukit.

: Diisi angka 1 jika kondisi jalan pada areal tidak

produktif sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan
baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau
angka 4 jika kondisi jalan jelek.

. Diisi total luas areal tidak produktif dalam satuan

meter persegi. Luas areal tidak produktif pada
bagian B.3 kemudian dijumlahkan pada bagian
B.6.

: Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat

parit atau angka 2 jika tidak terdapat parit.

. Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat

jalan atau angka 2 jika tidak terdapat jalan.

. Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal pengaman

sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2
jika kontur tanah di areal pengaman sebagian
besar berupa tanah berbukit.

: Diisi total luas areal pengaman dalam satuan

meter persegi. Luas areal pengaman pada bagian
B.4 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

: Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal

emplasemen sebagian besar berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah di areal
emplasemen sebagian besar berupa tanah
berbukit.

: Diisi angka 1 jika kondisi jalan pada areal

emplasemen sangat baik, angka 2 jika kondisi
jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau
angka 4 jika kondisi jalan jelek.

. Untuk ketersediaan infrastruktur berupa listrik,

diisi angka 1 jika listrik berasal dari PLN atau
angka 2 jika listrik dihasilkan sendiri.

Untuk ketersediaan infrastruktur berupa jaringan
telekomunikasi (kabel, seluler), diisi angka 1 jika
di dalam kawasan perkebunan terdapat jaringan
telekomunikasi atau angka 2 jika tidak terdapat
jaringan telekomunikasi.

: Diisi luas total areal emplasemen dalam satuan

meter persegi. Luas areal emplasemen pada



TOTAL (B.1 + B.2 + B.3

+B.4 + B.5)

il -

bagian B.5 kemudian dijumlahkan pada bagian
B.6.

. Duisi hasil penjumlahan luas areal produktif (B. 1),

luas areal belum produktif (B.2), luas areal tidak
produktif (B.3), luas areal pengaman (B.4), dan
luas areal emplasemen (B.5). Total luas pada
bagian B.6 digunakan sebagai dasar pengisian
luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP
bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

AREAL YANG
TERMASUK OBJEK
PAJAK
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 AYAT (1) UU
PBB

. AREAL YANG

DIPUNYAI HAKNYA/
DIMANFAATKAN
OLEH SELAIN
SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

. TOTAL AREAL YANG

TIDAK DIKENAKAN
PBB (1+2)

D. PERNYATAAN

1.

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

KUASA WAJIB PAJAK

. TEMPAT

. TANGGAL

TANDA TANGAN DAN
CAP

NAMA LENGKAP

JABATAN

. Diisi

. Diisi

: Dusi luas areal pada kawasan perkebunan yang

merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PBB dalam
satuan meter persegi.

: Diisi luas areal pada kawasan perkebunan yang

dipunyai  haknya  dan/atau  dimanfaatkan
sepenuhnya secara nyata dan sah oleh selain
Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam satuan meter
persegi.

. Diisi hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

tanda silang bila Lampiran SPOP
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib
Pajak.

tanda silang bila Lampiran SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

. Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

Lampiran SPOP.

. Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian

Lampiran SPOP.

. Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

. Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

. Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-2A

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
L-2A PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2|0
SEKTOR PERHUTANAN SUBSEKTOR HUTAN ALAM
UNTUK DATA BUMI PEMBETULAN KED]

bid gt

el ki S R LA

1. DATA IUPHHK.HA | IUPHHBK-HA | IUPHHK-RE

NO JENIS 2N NOMOR 12N TANGGAL 12N L:":,,S KETERANGAN
] F ] 4 - L

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUPHHK-HA ! IUPHHBK-HA / IUPHHK-RE YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN
USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

NO NAMA PENGUASAAN NOMOR TANGGAL LUAS (m?) KETERANGAN
] i § 3 4 ] L]
TOTAL LUAS (m")

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA |UPHHK-HA { IUPHHBK-HA / IUPHHK-RE DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

NO PROVINS! KABUPATEN / KOTA nOP LUAS (m?) KPP
T 3 L ¥ L

TOTAL LUAS (m")

ATAAREAL YANGDIKENAKANPBB ' . =

7 S

1. AREAL PRODUKTI

8. JENIS TANAH : D 1. LAHAN MINERAL 2. LAHAN GAMBUT
b, KONTUR TANAH . L__} 1. DATAR 2 BERBUKIT
c. KONDISI JALAN : D 1. SANGAT BAIK 2. BAIK 3. SEDANG 4. JELEK
d. JARAK KE PABRIK PENGOLAHAN : ke
e PARIT ; D 1. ADA 2, TIDAK ADA
LUAS AREAL PRODUKTIF |;_,l \
m
Jumiahkan B.1 pada bagian B.7
2. AREAL BELUM PRODUKTIF
a  JENIS TANAH - D 1. LAHAN MINERAL 2. LAHAN GAMBUT
b. KONTUR TANAH : D 1. DATAR 2. BERBUKIT
c. KONDISI JALAN - D 1. SANGAT BAIK 2. BAK 3. SEDANG 4. JELEK
d. JARAK KE PABRIK PENGOLAHAN : km
e PARIT : D 1. ADA 2. TIDAK ADA
LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF IE;' =
Jumiahkan B.2 pada bagian B.7
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF
LUAS AREAL TIDAK PRODUKTIF [a,;l -
Jumlahkan 8.3 pada bagian 8.7
4. AREAL PENGAMAN
a PARIT : D 1. ADA 2. TIDAK ADA
b JALAN : [:] 1. ADA 2. TIDAK ADA
¢. KONTUR TANAH : [:l 1. DATAR 2. BERBUKIT
LUAS AREAL PENGAMAN |a.q .

Jumlahkan B.4 pada bagian B.7

Halaman ke Dj darl EDthmun Lampiran L-2A
Farmul i dapal fipsbanysh sravalbsbuvhan
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LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
1. ~2A PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2|0
SEKTOR PERHUTANAN SUBSEKTOR HUTAN ALAM
UNTUK DATA BUMI PEMBETULAN KEED
NOP
I||-III'LIII-illl'llll-lllll'l_j
NPWP
[ | VIS [ S A T Y R (Y | R Y &
e R s L. ..." " B/DATAAREAL YANG DIKENAKAN PB g o -
5. AREAL EMPLASEMEN
a. KONTUR TANAH : D 1. DATAR 2. BERBUKIT
b, KONDISI JALAN : [:l 1.SANGAT BAIK 2 BAIK 3. SEDANG 4. JELEK
©. KETERSEDIAAN : . LISTRK : D 1. PLN 2. SENDIRI
INFRASTRUKTUR
JARINGAN TELEKOMUNIKASI : D 1. ADA 2 TIDAK ADA
LUAS AREAL EMPLASEMEN Ia_Ai y
B.5 pada baglan 8.7
6. AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
LUAS AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI Iq m
Jumlahkan 8.8 pada baglan 8.7
7. TOTAL(B.1+B.2+ B3+ B4+ 85+ 88) Ia—Jl m
Pindahkan B.7 ke SPOP Baglan C.{
ATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN r[ BB :
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB H m
2. AREAL YANG DIPUNYAI HAKNYA/DIMANFAATKAN OLEH SELAIN SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK H m
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (142) Ial m
A B BRTA ARG PREBURAI T ey T e [ T
HARGA JUAL PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN
NO JMAH F:l?_r':":sr s, RATA-RATA PER SATUAN KAYU
(Rp) (Rp)
T 7 J T 3 L]
JUMLAH 0.4
Pindahkan D.1 ke angka 3 bagian 3.a
2. HASIL PRODUKSI HUTAN BUKAN KAYU
¥ HARGA JUAL PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN
MO HABR IRIIAN BURAN RATY JUMLAH Pmsl HABL RATA-RATA PER SATUAN BUKAN KAYU
JENIS SATUAN {Rp) (Rp)
T H J L 1] L
JUMLAH D.2|

Pindahken D.2 ke angka 3 bagian 3 b,
3. TOTAL PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN

a. PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN KAYU o

b. PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN BUKAN KAYU

OO

¢, TOTAL PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN

13

indahkan 3.c ke SPOP baglan D)

R A =y

¥ ia.g.

_ . E.PERNYATAAN

e, 3l . ﬂ' n. ¢ 4L | i
Saya manyalakan smplean SPOP Inl lelah diis| dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan kelaniuan Pasal
dan Bangunan sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1994 lenlang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lenlang Pejak Bumi dan Bangunan,

D ayal (2) Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1085 leniang Pajak Bumi

vDswmquwmn.\un 2 DKUASAWAJBPAJAK 3 "-| P 3 OF G g
(Tempat) (Tanggal) (Bulan)  (Tahun)

5 TANDA TANGAN DAN CAP

8. NAMA LENGKAP : I

7. JABATAN : [

Hal k | I Id r [ | IHlllmln Lampiran L-2A
Yok susiiid Kbt alaman ke L] P!

Formulir inl dapal
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-2A

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

Formulir L-2A terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang
harus diisi yaitu tahun pajak, pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK . Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP . Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM
1. DATA IUPHHK- HA/IUPHHBK HA/ITUPHHK-RE

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis izin yang dimiliki antara lain Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam
(IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHBK-HA), atau
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi
Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE).

Kolom Nomor 3 : Diisi nomor izin yang dimiliki.

Kolom Nomor 4 : Diisi tanggal berlaku izin.

Kolom Nomor 5 : Diisi luas kawasan perhutanan berdasarkan izin
dalam satuan meter persegi.

Kolom Nomor 6 . Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUPHHK-HA/IUPHHBK-HA/
I[UPHHK-RE YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN
UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK

TERPISAHKAN

Kolom Nomor 1 . Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 . Diisi penguasaan yang dimiliki misal sewa-menyewa
atau hak milik.

Kolom Nomor 3 : Diisi nomor dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 4 . Diisi tanggal mulai penguasaan.

Kolom Nomor 5 . Diisi luas berdasarkan dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 6 . Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA TUPHHK-HA/IUPHHBK-
HA/IUPHHK-RE DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK

TIDAK TERPISAHKAN

Kolom No 1 . Diisi nomor urut.

Kolom No 2 . Diisi nama provinsi lokasi Objek Pajak.

Kolom No 3 . Diisi nama kabupaten/kota lokasi Objek Pajak.

Kolom No 4 . Diisi NOP Objek Pajak.



w90 .

Kolom No 5 : Diisi luas Objek Pajak sesuai dengan pembagian
wilayah administrasi.
Kolom No 6 . Diisi nama KPP tempat Objek Pajak terdaftar.

Contoh pengisian data umum:

PT  Perhutanan Makmur memiliki IUPHHK-HA dengan nomor
121/TUPHHK-HA/3210 seluas 5000 ha (50.000.000 m?) dengan masa berlaku
selama 75 tahun sejak ditetapkan. [UPHHK-HA ditetapkan pada tanggal
1 Januari 2000. Areal pada IUPHHK-HA meliputi dua kabupaten yaitu
Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Perusahaan juga memiliki areal di
luar areal pada IUPHHK-HA yang digunakan untuk kegiatan usaha
perhutanan dan merupakan satu kesatuan fisik yang tidak terpisahkan
berupa pabrik pengolahan hasil perhutanan seluas 4.000 m? di Kabupaten
Pelalawan. Tanah yang digunakan untuk pabrik pengolahan bersertifikat Hak
Guna Bangunan dengan nomor HGU 374 dan diperoleh pada
tanggal 1 Januari 2005. Objek Pajak yang terletak di Kabupaten Pelalawan
diadministrasikan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan diberikan NOP
14.04.041.222.210-1111.2 dengan luas total 30.004.000 m?2- Objek Pajak
yang terletak di Kabupaten Siak diadministrasikan oleh KPP Pratama
Pangkalan Kerinci dan diberikan NOP 14.05.042.222.210-2222.2 dengan luas
total 20.000.000 m?2. Pengisian data umum adalah sebagai berikut:

1. DATA IUPHHK-HA/IUPHHBK-HA /ITUPHHK-RE

No Jenis Izin Nomor Izin Tanggal Izin Luas (m2) Keterangan

1 Izin Usaha Pemanfaatan | 121 /IUPHHK | 1 Januari 2000 50.000.000 | Izin berlaku
Hasil Hutan Kayu -HA /3210 selama 75
dalam Hutan Alam tahun
(IUPHHK-HA)

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUPHHK-HA /TUPHHBK-HA/
[UPHHK-RE YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN
UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK
TERPISAHKAN

No Nama Penguasaan Nomor Tanggal Luas Keterangan
(m?)
Sertifikat Hak Guna 374 1 Januari 2005 4.000
! Bangunan

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA  IUPHHK-HA/
IUPHHBK-HA/IUPHHK-RE DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN
SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

No | Provinsi | Kabupaten NOP Luas KPP
/Kota (m?)
1 2 3 4 S 6

1 Riau Pelalawan 14.04.041.222.210-1111.2 30.004.000 | KPP Pratama
Pangkalan Kerinci

2 Riau Siak 14.05.042.222.210-2222.2 20.000.000 | KPP Pratama
Pangkalan Kerinci

Jumlah 50.004.000

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB
1. AREAL PRODUKTIF

a. JENIS TANAH : Diisi angka 1 jika tanah di areal produktif sebagian
besar merupakan lahan mineral atau angka 2 jika
tanah di areal produktif sebagian besar merupakan
lahan gambut.




b. KONTUR TANAH

c. KONDISI JALAN

d. JARAK KE
PABRIK
PENGOLAHAN
TERDEKAT

e. PARIT

LUAS AREAL
PRODUKTIF (B.1)

230 -

: Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal produktif

sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika
kontur tanah di areal produktif sebagian besar
berupa tanah berbukit.

: Diisi angka 1 jika kondisi jalan di areal produktif

sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3
jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi
jalan jelek.

: Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dihitung

dari areal produktif dalam satuan kilometer.

. Diisi angka 1 apabila di areal produktif terdapat parit

atau angka 2 jika tidak terdapat parit.

: Diisi total luas areal produktif dalam satuan meter

persegi. Luas areal produktif pada bagian B.1
kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

2. AREAL BELUM PRODUKTIF

a. JENIS TANAH

b. KONTUR TANAH

c. KONDISI JALAN

d. JARAK KE
PABRIK
PENGOLAHAN
TERDEKAT

e. PARIT

LUAS AREAL BELUM
PRODUKTIF (B.2)

: Diisi angka 1 jika tanah di areal belum produktif

sebagian besar merupakan lahan mineral atau angka
2 jika tanah di areal belum produktif sebagian besar
merupakan lahan gambut.

. Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal belum

produktif sebagian besar berupa tanah datar atau
angka 2 jika kontur tanah di areal belum produktif
sebagian besar berupa tanah berbukit.

: Diisi angka 1 jika kondisi jalan pada areal belum

produktif sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan
baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka
4 jika kondisi jalan jelek.

. Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dari areal

belum produktif dalam satuan kilometer.

. Diisi angka 1 apabila di areal belum produktif

terdapat parit atau angka 2 jika tidak terdapat parit.

. Diisi total luas areal belum produktif dalam satuan

meter persegi. Luas areal belum produktif pada
bagian B.2 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

LUAS AREAL TIDAK
PRODUKTIF (B.3)

4. AREAL PENGAMAN
a. PARIT

b. JALAN

. Diisi total luas areal tidak produktif dalam satuan

meter persegi. Luas areal tidak produktif pada bagian
B.3 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

. Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat

parit atau angka 2 jika tidak terdapat parit.

. Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat

jalan atau angka 2 jika tidak terdapat jalan.



5. AREAL EMPLASEMEN

c. KONTUR TANAH

LUAS AREAL
PENGAMAN (B.4)

a. KONTUR TANAH

b. KONDISI JALAN

c. KETERSEDIAAN

INFRASTRUKTUR

LUAS AREAL
EMPLASEMEN (B.5)
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. Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal pengaman

sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika
kontur tanah di areal pengaman sebagian besar
berupa tanah berbukit.

. Diisi total luas areal pengaman dalam satuan meter

persegi. Luas areal pengaman pada bagian B.4
kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

: Duisi angka 1 jika kontur tanah di areal emplasemen

sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika
kontur tanah di areal emplasemen sebagian besar
berupa tanah berbukit.

. Diisi angka 1 jika kondisi jalan di areal emplasemen

sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3
Jjika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi
jalan jelek.

: Untuk ketersediaan infrastruktur berupa listrik, diisi

angka 1 jika listrik berasal dari PLN atau angka 2 jika
listrik dihasilkan sendiri.

Untuk ketersediaan infrastruktur berupa jaringan
telekomunikasi (kabel, seluler), diisi angka 1 jika di
dalam kawasan perhutanan terdapat jaringan
telekomunikasi atau angka 2 jika tidak terdapat
jaringan telekomunikasi.

. Diisi total luas areal emplasemen dalam satuan

meter persegi. Luas areal emplasemen pada bagian
B.5 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

6. AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

LUAS AREAL
PERLINDUNGAN
DAN KONSERVASI
(B.6)

TOTAL (B.1 + B.2 +
B.3 + B.4 + B.5 + B.6)

. Diisi total luas areal perlindungan dan konservasi

dalam satuan meter persegi. Luas areal perlindungan
dan konservasi pada bagian B.6 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.7.

. Diisi hasil penjumlahan luas areal produktif (B.1),

luas areal belum produktif (B.2), luas areal tidak
produktif (B.3), luas areal pengaman (B.4), luas areal
emplasemen (B.5), dan luas areal perlindungan dan
konservasi (B.6). Total luas pada bagian B.7
digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang
dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

Lz

AREAL YANG
TERMASUK OBJEK
PAJAK
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 AYAT (1) UU
PBB

. Diisi luas areal pada kawasan perhutanan yang

merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PBB dalam
satuan meter persegi.




2. AREAL YANG
DIPUNYAI HAKNYA/
DIMANFAATKAN
OLEH SELAIN
SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

3. TOTAL AREAL YANG
TIDAK DIKENAKAN
PBB (1+2)

D. DATA HASIL PRODUKSI

= e WS

. Diisi luas areal pada kawasan perhutanan yang

dipunyai haknya dan/atau dimanfaatkan
sepenuhnya secara nyata dan sah oleh selain Subjek
Pajak atau Wajib Pajak dalam satuan meter persegi.

. Diisi hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

1. HASIL PRODUKSI HUTAN KAYU

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6
JUMLAH (D.1)

: Diisi nomor urut.
. Diisi nama hasil hutan berupa kayu antara lain kayu

jati, kayu mahoni, kayu meranti, kayu kamper, dan
sebagainya.

: Diisi satuan yang sesuai dengan jenis hasil hutan

kayu, antara lain ton, volume (m?3), dan sebagainya.

. Diisi jumlah produksi hasil hutan per jenis hasil

hutan kayu dalam tahun terakhir sebelum tahun
pajak PBB terutang.

. Diisi harga jual rata-rata hasil hutan kayu yang

terjadi pada tempat penimbunan kayu (log pond/log
yard) dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak
PBB terutang.

: Diisi hasil perkalian antara kolom 4 dan kolom 5.
. Diisi total penjumlahan kolom nomor 6. Total

pendapatan kotor hasil hutan kayu pada bagian D.1
kemudian  dijjumlahkan pada  bagian total
pendapatan kotor hasil hutan bagian 3.a.

2. HASIL PRODUKSI HUTAN BUKAN KAYU

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6
JUMLAH (D.2)

. Diisi nomor urut.
: Diisi nama hasil hutan bukan kayu antara lain rotan,

madu, getah, buah/biji, daun, kulit kayu, dan
sebagainya.

. Diisi satuan yang sesuai dengan jenis hasil hutan

bukan kayu, antara lain ton, volume (m?), dan
sebagainya.

: Diisi jumlah produksi hasil hutan per jenis hasil

hutan bukan kayu dalam tahun terakhir sebelum
tahun pajak PBB terutang.

. Diisi harga jual rata-rata hasil hutan bukan kayu

dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB
terutang.

. Diisi hasil perkalian antara kolom 4 dan kolom 5.
. Diisi total penjumlahan kolom nomor 6. Total

pendapatan kotor hasil hutan bukan kayu pada
bagian D.2 kemudian dijumlahkan pada bagian total
pendapatan kotor hasil hutan bagian 3.b.
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3. TOTAL PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN

a. PENDAPATAN
KOTOR HASIL
HUTAN KAYU

b. PENDAPATAN
KOTOR HASIL
HUTAN BUKAN
KAYU

c. TOTAL
PENDAPATAN
KOTOR HASIL
HUTAN

E. PERNYATAAN

1.

2

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
KUASA WAJIB
PAJAK

. TEMPAT

. TANGGAL

. TANDA TANGAN

DAN CAP

. NAMA LENGKAP

. JABATAN

. Diisi dari total pendapatan kotor hasil hutan kayu

pada bagian D.1.

: Diisi dari total pendapatan kotor hasil hutan bukan

kayu pada bagian D.2.

: Diuisi  hasil penjumlahan 3.a dan 3.b. Total

pendapatan kotor hasil hutan pada angka 3.c
digunakan sebagai dasar pengisian pendapatan pada
SPOP bagian D.

: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani

oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

. Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani

oleh kuasa Wajib Pajak.

: Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

Lampiran SPOP.

: Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian

Lampiran SPOP.

: Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

. Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa

Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

. Diisi nama jabatan Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa

Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-2B

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 210
L-2B PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERHUTANAN SUBSEKTOR HUTAN TANAMAN
UNTUK DATA BUMI PEMBETULANKE [ | |
NOP
(I T T SR S TR WS NN ST JRUN SN S SN L N WY N [N S NN W NN L TN |
NPWP

1. DATA IUPHHK-HTI  JUPHHBK-HT | PENUGASA

TANGGAL 12N / LUAS
NO| NIS 1IN / PENUGA NOMOR 1ZIN | PENUGASA| TERANG.
JENIS E SAN I PE N e At pat KE AN
7 7 3 7 T ¥

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUPHHK-HTI / IUPHHBK-HT / PENUGASAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN
USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

no|  MAMA PENGUASAAN NOMOR TANGGAL LUAS (m") KETERANGAN
i 3 3 7 3 L3
TOTAL LUAS (m)

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUPHHK-HTI / JUPHHBK.HT / PENUGASAN DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

NO| PROVINSI | KABUPATEN / KOTA NOP LUAS (m") KPP
4 J 1 - []

-

TOTAL LUAS (m*)

T

__BIDATA AREAL YANG DIKENAKA!

gt A A5 i
1. AREAL PRODUKTIF
ESTATE / owvist/ KODE
NO| KELOMPOK | AFDELLING / | BLOK / KODE | JENIS TAHUN | KONTUR JENIS KONOISI | JARAK KE PARIT PRODUKTIVITAS LUAS
HUTAN / BLOK KERJA |PETAK KERJA | TANAMAN| TANAM TANAH TANAH JALAN PABRIK (Ton) (m*)
DISTRIK TAHUNAN TEBANGAN
1 7 J [] -] ] T [] [] [0 [l 12 [E]
TOTAL LUAS AREAL PRODUKTIF 8.1
Jumishkan B.1 pada bagian 8.7
2 AREAL BELUM PRODUKTIF
DIVISI/ KODE
RAK K LUAS AREAL BELUM | LUAS AREAL SUDAH
NO ESTATE / KELOMPOK| AFDELLING / BLOK / KODE KONTUR JENIS KONDISI J:‘B]:“(E PARIT DIOLAH DIOLAH
HUTAN / DISTRIK BLOK KERJA PETAK KERJA TANAH TANAH JALAN (km) (m?) (m)
TAHUNAN TEBANGAN
1 Z J 4 5 [] 7 [] [] 0 [1]
TOTAL LUAS 1 | 2
LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF (1+2) H ]

Jumlahkan B.2 pada bagian B.7

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

LUAS AREAL TIDAK PRODUKTIF 8. "

Jumiahkan B.3 pada bagian B.7

Halaman ke [I] darl E]jl-lllnmln Lampiran L-28
Fomulk Inl dapal diparbanyak s nsval kebuiuhan
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LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 2 0
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR PERHUTANAN SUBSEKTOR HUTAN TANAMAN

UNTUK DATA BUMI PEMBETULAN KE D:)
NOP
PO RN e T 1V VIO N T O M Ly N YOO SO i VIO S OO S o
NPWP
[ S B BT W CHN U (U S ey S (Y e e e (Y | PP T R T |

sl g e

" 2 e b
SN TR AT R B

B, DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

AREAL PENGAMAN

s. PARIT : I: 1. ADA 2. TIDAK ADA
b, JALAN : E 1. ADA 2. TIDAK ADA
©. KONTUR TANAH : I: 1. DATAR 2. BERBUKIT
LUAS AREAL PENGAMAN |a.4| -
Jumtahkan B 4 pada bagisn 8.7
5. AREAL EMPLASEMEN
8 KONTUR TANAH : I: 1. DATAR 2 BERBUKIT
b. KONDISI JALAN : I: 1.SANGAT BAIK 2 BAIK 3. SEDANG 4, JELEK
¢ KETERSEDIAAN +  LISTRIK : D 1. PN 2. SENDIRI
INFRASTRUKTUR
+ JARINGAN TELEKOMUNIKAS! D 1. ADA 2, TIDAK ADA
LUAS AREAL EMPLASEMEN [a m

Jumlahkan B.5 pada bagian B.7

6. AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

LUAS AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

T ;

Jumiahkan B 8 pads baglan 8.7

7. TOTAL(B.1+B.2+B.3)+B.4+B.5+8.86)

& “

Pindahkan 8.7 ke SPOP Bnlln ca

NUSAL YANG TlDAK BlKENAKAN PEB

1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB I:I m*

2. AREAL YANG DIPUNYAI HAKNYA/DIMANFAATKAN OLEH SELAIN SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)

nuhn blhnn lampﬁln BPOP inl 1l|lh dltlcmgl

un 1985 lentang Pajak Bumi

dan Bangunan sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nnmot 12 Tahun 1904 lenlang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lentang Pajak Bum| dan Bangunan

: [:lsuaxn PAJAK/WAJIB PAJAK 2 DKUASA WAJIB PAJAK

5. TANDA TANGAN DAN CAP

3 4,

(Tempal) (Tanggal) (Budan)  (Tahun)

8. NAMA LENGKAP E [

I

7. JABATAN : I

]

Formulir Ini dapal diperbanysk sesual kebuluhan

Halaman ke l | Idlﬂ l l |Hu|lmlnL|mplnnL-?B
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-2B

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN
Formulir L-2B terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang
harus diisi yaitu tahun pajak, pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM
1. DATA IUPHHK- HTI/IUPHHBK HT/PENUGASAN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis izin/penugasan yang dimiliki antara lain
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman
pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI), Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan
Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHBK-HT),
atau penugasan kepada Perum Perhutani.

Kolom Nomor 3 . Diisi nomor izin/penugasan yang dimiliki.

Kolom Nomor 4 . Diisi tanggal berlaku izin/penugasan.

Kolom Nomor 5 . Diisi luas kawasan perhutanan berdasarkan izin/
penugasan dalam satuan meter persegi.

Kolom Nomor 6 . Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

Contoh masa berlaku izin/penugasan.

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN [UPHHK-HTI/IUPHHBK-HT/
PENUGASAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN
UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK

TERPISAHKAN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 . Diisi penguasaan yang dimiliki misal sewa-
menyewa atau hak milik.

Kolom Nomor 3 . Diisi nomor dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 4 . Diisi tanggal mulai penguasaan.

Kolom Nomor 5 . Diisi luas berdasarkan dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 6 . Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA TUPHHK-HTI/IUPHHBK-
HT/PENUGASAN DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK
TIDAK TERPISAHKAN
Kolom No 1 :  Diisi nomor urut.

Kolom No 2 . Diisi nama provinsi lokasi Objek Pajak.
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Kolom No 3 . Diisi nama kabupaten/kota lokasi Objek Pajak.

Kolom No 4 . Diisi NOP Objek Pajak.

Kolom No 5 : Dusi luas Objek Pajak sesuai dengan pembagian
wilayah administrasi.

Kolom No 6 . Diisi nama KPP tempat Objek Pajak terdaftar.

Contoh pengisian data umum:

PT Indojaya Perhutanan memiliki [UPHHK-HTI dengan nomor 121/IUPHHK-
HTI/3210 seluas 5000 ha (50.000.000 m?) dengan masa berlaku selama 75
tahun sejak ditetapkan. [IUPHHK-HTI ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2000.
Areal pada JUPHHK-HTI meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan
dan Kabupaten Siak. Perusahaan juga memiliki areal di luar areal pada
[UPHHK-HTI yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan dan
merupakan satu kesatuan fisik yang tidak terpisahkan berupa pabrik
pengolahan hasil perhutanan seluas 4.000 m2 di Kabupaten Pelalawan. Tanah
yang digunakan untuk pabrik pengolahan bersertifikat Hak Guna Bangunan
dengan nomor HGU 374 dan diperoleh pada tanggal 1 Januari 2005. Objek
Pajak yang terletak di Kabupaten Pelalawan diadministrasikan oleh KPP
Pratama Pangkalan Kerinci dan diberikan NOP 14.04.041.222.210-1111.2
dengan luas total 30.004.000 m2- Objek Pajak yang terletak di Kabupaten Siak
diadministrasikan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan diberikan NOP
14.05.042.222.210-2222.2 dengan luas total 20.000.000 m2. Pengisian data
umum adalah sebagai berikut:

1. [IUPHHK-HTI/TUPHHBK-HT/PENUGASAN

No Jenis Izin/Penugasan Nomor Izin/ Tanggal Izin/ Luas I{eterangan
Penugasan Penugasan (m?)
1 2 3 4 5 6
1 | IUPHHK-HTI 121/TUPHHK | 1 Januari 2000 | 50.000.000 | Izin berlaku
-HTI/3210 selama 75
tahun

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUPHHK-HTI/IUPHHBK-
HT/PENUGASAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK
TIDAK TERPISAHKAN

No Nama Penguasaan Nomor Tanggal Luas (m?) Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 Sertifikat Hak Guna 374 1 Januari 2005 | 4.000

Bangunan

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL IUPHHK-HTI/IUPHHBK-HT/
PENUGASAN DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN DAN SECARA
FISIK TIDAK TERPISAHKAN

No | Provinsi | Kabupaten NOP Luas (m?) KPP
/Kota

1 2 3 4 5 6

1 Riau Pelalawan 14.04.041.222.210-1111.2 30.004.000 | KPP Pratama
Pangkalan Kerinci

2 Riau Siak 14.05.042.222.210-2222.2 20.000.000 | KPP Pratama
Pangkalan Kerinci

Jumlah 50.004.000
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B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL PRODUKTIF
Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5
Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8

Kolom Nomor 9

Kolom Nomor 10
Kolom Nomor 11
Kolom Nomor 12

Kolom Nomor 13

TOTAL LUAS AREAL
PRODUKTIF (B.1)

: Diisi nomor urut.
: Diisi nama estate, nama kelompok hutan, atau

nama distrik yang menjadi unit usaha pengelolaan
terbesar. Estate, kelompok hutan, atau distrik
merupakan kumpulan dari divisi, afdelling, atau
blok kerja tahunan.

: Diisi nama divisi, nama afdelling, atau nama blok

kerja tahunan yang merupakan bagian dari estate,
kelompok hutan, atau distrik. Divisi, afdelling, blok
kerja tahunan merupakan kumpulan dari blok atau
petak kerja tebangan. Dalam hal Subjek
Pajak/Wajib Pajak membagi areal produktifnya
menjadi divisi dan afdelling maka diisi nama divisi
garis miring nama afdelling.

: Diisi kode blok atau kode petak kerja tebangan.

Blok atau petak kerja tebangan adalah bagian dari
divisi, afdelling, atau blok kerja tahunan yang
merupakan wunit usaha pengelolaan terkecil.
Pengisian kode blok atau kode petak kerja tebangan
berdasarkan standar pemberian kode yang dimiliki
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak, dalam hal Subjek
Pajak/Wajib Pajak tidak memiliki standar
pemberian kode, maka diisi kode empat digit urut
searah jarum jam dimulai dari arah barat laut
dimulai dari angka 0001.

: Diisi nama jenis tanaman.
. Diisi per tahun tanam untuk masing-masing jenis

tanaman.

: Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar

atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

. Diisi angka 1 jika jenis tanah berupa lahan mineral

atau angka 2 jika jenis tanah berupa lahan gambut.

: Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka

2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

: Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dalam

satuan kilometer.

: Diisi “ada” bila terdapat parit, atau “-“ jika tidak

terdapat parit.

: Dusi produktivitas per tahun tanam per jenis

tanaman per blok dalam satuan ton.

: Diisi luas areal produktif per tahun tanam per jenis

tanaman per blok dalam satuan meter persegi.

: Diisi total luas areal produktif yang merupakan

hasil penjumlahan luas pada kolom 13. Total luas
areal produktif pada bagian B.1 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.7.
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2. AREAL BELUM PRODUKTIF

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8

Kolom Nomor 9

Kolom Nomor 10

Kolom Nomor 11

TOTAL LUAS

LUAS AREAL BELUM
PRODUKTIF (1+2)

: Diisi nomor urut.
: Diisi nama estate, nama kelompok hutan, atau

nama distrik yang menjadi unit usaha pengelolaan
terbesar. Estate, kelompok hutan, atau distrik
merupakan kumpulan dari divisi, afdelling, atau
blok kerja tahunan.

. Diisi nama divisi, nama afdelling, atau nama blok

kerja tahunan yang merupakan bagian dari estate,
kelompok hutan, atau distrik. Divisi, afdelling, blok
kerja tahunan merupakan kumpulan dari blok atau
petak kerja tebangan. Dalam hal Subjek
Pajak/Wajib Pajak membagi areal produktifnya
menjadi divisi dan afdelling maka diisi nama divisi
garis miring nama afdelling.

. Diisi kode blok atau kode petak kerja tebangan.

Blok atau petak kerja tebangan adalah bagian dari
divisi, afdelling, atau blok kerja tahunan yang
merupakan unit usaha pengelolaan terkecil.
Pengisian kode blok atau kode petak kerja tebangan
berdasarkan standar pemberian kode yang dimiliki
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak, dalam hal Subjek
Pajak/Wajib  Pajak tidak memiliki standar
pemberian kode, maka diisi kode empat digit urut
searah jarum jam dimulai dari arah barat laut
dimulai dari angka 0001.

: Duisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar

atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

: Dusi angka 1 jika jenis tanah berupa lahan mineral

atau angka 2 jika jenis tanah berupa lahan gambut.

: Diuisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka

2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

: Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dalam

satuan kilometer.

: Diisi “ada” bila terdapat parit, atau “-“ jika tidak

terdapat parit.

: Diisi luas areal belum diolah per blok atau per petak

kerja tebangan dalam satuan meter persegi.

: Diisi luas areal sudah diolah per blok atau per petak

kerja tebangan dalam satuan meter persegi.

: Diisi hasil penjumlahan kolom nomor 10 untuk

areal belum diolah dan hasil penjumlahan kolom
nomor 11 untuk areal yang sudah diolah.

. Diisi total luas areal belum produktif yang

merupakan penjumlahan dari areal belum diolah
(angka 1) dan areal sudah diolah (angka 2). Luas
areal belum produktif pada bagian B.2 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.7.
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3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

LUAS AREAL TIDAK
PRODUKTIF (B.3)

4. AREAL PENGAMAN
a. PARIT

b. JALAN

c. KONTUR TANAH

LUAS AREAL
PENGAMAN (B.4)

5. AREAL EMPLASEMEN
a. KONTUR TANAH

b. KONDISI JALAN

c. KETERSEDIAAN

INFRASTRUKTUR

LUAS AREAL
EMPLASEMEN (B.5)

. Diisi total luas areal tidak produktif dalam satuan

meter persegi. Luas areal tidak produktif pada
bagian B.3 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

: Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat

parit atau angka 2 jika tidak terdapat parit.

: Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat

jalan atau angka 2 jika tidak terdapat jalan.

: Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal pengaman

sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2
Jika sebagian besar berupa tanah berbukit.

. Diisi total luas areal pengaman dalam satuan meter

persegi. Luas areal pengaman pada bagian B.4
kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

. Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal emplasemen

sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2
jika kontur tanah di areal emplasemen sebagian
besar berupa tanah berbukit.

: Diisi angka 1 jika kondisi jalan di areal emplasemen

sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka
3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika
kondisi jalan jelek.

: Untuk ketersediaan infrastruktur berupa listrik,

diisi angka 1 jika listrik berasal dari PLN atau angka
2 jika listrik dihasilkan sendiri.

Untuk ketersediaan infrastruktur berupa jaringan
telekomunikasi (kabel, seluler), diisi angka 1 jika di
dalam kawasan perhutanan terdapat jaringan
telekomunikasi atau angka 2 jika tidak terdapat
jaringan telekomunikasi.

. Diisi total luas areal emplasemen dalam satuan

meter persegi. Luas areal emplasemen pada bagian
B.5 kemudian dijjumlahkan pada bagian B.7.

6. AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

LUAS AREAL
PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI (B.6)

TOTAL (B.1 + B.2 +
B.3+B4+BS5+B.6

: Diisi total luas areal perlindungan dan konservasi

dalam satuan meter persegi. Luas areal
perlindungan dan konservasi pada bagian B.6
kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

: Diisi hasil penjumlahan luas areal produktif (B.1),

luas areal belum produktif (B.2), luas areal tidak
produktif (B.3), luas areal pengaman (B.4), luas
areal emplasemen (B.5), dan luas areal
perlindungan dan konservasi (B.6). Total luas pada
bagian B.7 digunakan sebagai dasar pengisian luas
bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.
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C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1.

AREAL YANG
TERMASUK OBJEK
PAJAK
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 AYAT (1) UU
PBB

AREAL YANG
DIPUNYAI HAKNYA/
DIMANFAATKAN
OLEH SELAIN
SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

. TOTAL AREAL YANG

TIDAK DIKENAKAN
PBB (1+2)

D. PERNYATAAN

1.

2.

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
KUASA WAJIB
PAJAK

TEMPAT

TANGGAL
TANDA TANGAN
DAN CAP
PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP

JABATAN

. Diisi luas areal pada kawasan perhutanan yang

merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PBB dalam
satuan meter persegi.

: Diisi luas areal pada kawasan perhutanan yang

dipunyai haknya dan/atau dimanfaatkan
sepenuhnya secara nyata dan sah oleh selain Subjek
Pajak atau Wajib Pajak dalam satuan meter persegi.

. Diisi hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

. Diisi  tanda silang bila Lampiran  SPOP

ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

. Diisi  tanda silang bila Lampiran  SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

: Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

Lampiran SPOP.

: Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian

Lampiran SPOP.

. Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

: Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

: Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.




-42 -

G. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-3A

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 2 0
L'3A PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI ONSHORE PEMBETULANKE [ [ |
NOP
AT W P T TR AL M L A JRC N VIS SN CAN 1 U (S S [0S GRSV SRS L) [ LR )
“DATA KONTRAK =
1. JEMIS KONTRAK
2. NOMOR KONTRAK
3. TANGGAL / /
L J L 1 J | 1 1 J
4. LUAS WILAYAH KERJA : [ ] m
DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI ONSHORE
NOMOR DOKUMEN
NO| JENIS PENGUASAAN PENGUASAAN TAHUN PENGUASAAN LUAS (m") KETERANGAN
1 E 2l E] 4 5 L]
TOTAL LUAS
: A TR (B.DATAAREAL YANG DIKENAKANFBE =~ - = " =i Wl
1. AREAL BELUM PRODUKTIF
JARAK KE
KONTUR KONDIS! JARAK KE LUAS
NO LOKASI PELABUHAN/
TANAH JALAN . LIALAN UMUM (k)| g\ 0a . ) (m?)
7 7 3 7 3 3 7
TOTAL LUAS 8.1
Jumiahkan 8.1 pada baglan B.6
2. AREAL PRODUKTIF
JARAK KE
KONTUR KONDIS! JARAK KE LUAS
NO LOKASI PELABUHAN/
TANAH JALAN. JALAN UMUM km)f oo iy (m7)
7 7 3 7 3 7 7
TOTAL LUAS 82
Jumlahkan B.2 pada bagian B6
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF
JARAK KE
KONTUR KONDISI JARAK KE LUAS
NO LOKAS! PELABUHAN/
TANAH AN ALAN UMUM km)| e ) (m?)
T 7 3 7 3 7 7
TOTAL LUAS 83
Jumlahkan B.3 pada baglan B8
4. AREAL PENGAMAN
JARAK KE
KONTUR KONDISI JARAK KE LUAS
NO| LOKAS! PELABUHAN/
TANAH ALAN  LIALAN UMUM () oo oim) (mY)
7 7 3 T 3 § 7
TOTAL LUAS 8.4
FoTTORTTTOTpT vwwmaT Jumlahkan B.4 pada baglan B.5
Halaman ke [jj darl l:l Halaman Lampiran L-3JA
«]a
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LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN PAJAK

2|0

SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI ONSHORE

PEMBETULANKE [ [ ]

NOP
b+ ) e~ ) A L
NPWP
b et 1 _J-t_0 1 J "LJ b1 J b1
e by S e R e TR R DATA ARBAL YANG DIKENAKAN PRE =4 ==
5. AREAL EMPLASEMEN
KETERSEDIAAN
- — KONTUR |  KonDISI JARAK KE P:L:;:Ifw INFRASTRUKTUR LUAS
TANAH JALAN . LIALAN UMUM (m)| oL wm | USTRIK méﬁﬁ“" i (m")
i 2 E] L 5 [] 7 [] [

TOTAL LUAS

[ es

6. TOTAL LUAS PERMUKAAN BUMI ONSHORE (B.1+B.2+ B3+ B4+ B5)

Jumiahkan B.S pada baglan BS

m'
Pindahkan B 8 ke SPOP Baglan C.1
- b g v = AV ;i 7 T T e
... G DATAAREAL YANG TIDAK DIKENAKANPBB o J
LUAS

1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB [ o
3 -

2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYAITIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAKIWAIIB PAJAK [ ]
2 =

3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2) ¢
; =

... D PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP Il lelah diisi dengan jelas, benar, dan langkap, sesuai dengan kelenluan Pasal 9 ayal (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 leniang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 lenlang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Buml dan Bangunan

1 Dsumen PAJAK/WANIB PAJAK

8, NAMA LENGKAP

7. JABATAN

Fommubs inl dapal diperbanyak sesusi kabuluhan

2 DKU.ASA WANB PAJAK 3

 (Tempa)

4

| (S [T N R I | ¢ [ |
(Tanggal)  (Bulan) (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP

Halaman ke ED darl D Halaman Lampiran L-JA
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-3A

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN
Formulir L-3A terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi
yang harus diisi yaitu berupa tahun pajak, pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK . Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda “-”.

NOP . Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP . Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM
DATA KONTRAK

1. JENIS KONTRAK . Diisi jenis kontrak yang dimiliki yaitu Kontrak
Kerja Sama.
2. NOMOR KONTRAK . Diisi Nomor Kontrak Kerja Sama.
3. TANGGAL . Diisi tanggal berlaku Kontrak Kerja Sama.
4. LUAS WILAYAH . Diisi luas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
KERJA sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja

Sama dalam satuan meter persegi.

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI ONSHORE

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 . Diisi jenis penguasaan permukaan bumi onshore
di dalam kawasan pertambangan minyak dan gas
bumi.

Kolom Nomor 3 . Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan

bumi onshore di dalam kawasan pertambangan
minyak dan gas bumi.

Kolom Nomor 4 . Diisi tahun penguasaan permukaan bumi onshore
di dalam kawasan pertambangan minyak dan gas
bumi.

Kolom Nomor 5 . Diisi luas permukaan bumi onshore di dalam

kawasan pertambangan minyak dan gas bumi
sesuai dokumen penguasaan.
Kolom Nomor 6 . Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB
1. AREAL BELUM PRODUKTIF

Kolom Nomor 1 . Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 . Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 . Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.




Kolom Nomor 4

Kolom Nomor S
Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.1)

AREAL PRODUKTIF
Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor S
Kolom Nomor 6
Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.2)

AREAL TIDAK PRODUKTIF

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

w85

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka
2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal belum produktif yang
merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom
nomor 7. Total luas areal belum produktif pada
bagian B.1 kemudian dijumlahkan pada bagian
B.6.

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka
2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal produktif yang merupakan
hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total
luas areal produktif pada bagian B.2 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka
2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.




Kolom Nomor 6
Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.3)

AREAL PENGAMAN
Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5
Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.4)

AREAL EMPLASEMEN
Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5
Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

sl =

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal tidak produktif yang
merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom
nomor 7. Total luas areal tidak produktif pada
bagian B.3 kemudian dijumlahkan pada bagian
B.6.

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka
2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal pengaman yang merupakan
hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total
luas areal pengaman pada bagian B.4 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka
2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum'terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi angka 1 jika sumber listrik pada areal
emplasemen berasal dari PLN, angka 2 jika sumber
listrik pada areal emplasemen berasal dari
pembangkit listrik milik sendiri.




Kolom Nomor 8

Kolom Nomor 9

TOTAL LUAS (B.5)

TOTAL
PERMUKAAN BUMI
ONSHORE (B.1 + B.2
+B.3 +B.4 +B.5)

LUAS :

<47 =

Diisi “ada” bila terdapat jaringan telekomunikasi
(kabel, seluler) pada areal emplasemen, atau “-
jika tidak terdapat jaringan telekomunikasi pada
areal emplasemen.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal emplasemen yang merupakan
hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 9. Total
luas areal emplasemen pada bagian B.5 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi hasil penjumlahan luas areal belum produktif
(B.1), luas areal produktif (B.2), luas areal tidak
produktif (B.3), luas areal pengaman (B.4), dan luas
areal emplasemen (B.5). Total luas permukaan
bumi onshore pada bagian B.6 digunakan sebagai
dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak
pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

X

AREAL YANG

TERMASUK OBJEK

PAJAK
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 AYAT (1) UU
PBB

. AREAL YANG TIDAK

DIPUNYAI HAKNYA/

TIDAK DIPEROLEH

MANFAATNYA OLEH
SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
TOTAL AREAL YANG
TIDAK DIKENAKAN
PBB (1+2)

D. PERNYATAAN

1.

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

KUASA WAJIB
PAJAK
TEMPAT
TANGGAL

TANDA TANGAN
DAN CAP

Diisi luas areal permukaan bumi onshore di dalam
kawasan pertambangan minyak dan/atau gas
bumi yang merupakan Objek Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU
PBB, dalam satuan meter persegi.

Diisi luas areal permukaan bumi onshore di dalam
kawasan pertambangan minyak dan/atau gas
bumi yang tidak dipunyai haknya dan tidak
diperoleh manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib
Pajak, dalam satuan meter persegi.

Diisi total luas areal permukaan bumi onshore di
dalam kawasan pertambangan minyak dan/atau
gas bumi yang tidak dikenakan PBB yang
merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan
angka 2.

Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib
Pajak.

Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau



6. NAMA LENGKAP

7. JABATAN

=48 -

Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

Diisi  nama lengkap  Subjek Pajak /Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

Diisi  nama  jabatan  Subjek  Pajak/ Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.
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H. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-3B

LAMPIRAN TAHUN PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
L-3B PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2|0

SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI OFF SHORE PEMBETULANKE [ [ ]
NOP
[ TR Y TN T TN N Y VNN N TN O TN SN AN (N TN U S B RO |

NPWP

e dds Sk

DATA KONTRAK

1. JENIS KONTRAK : I ] |
2 NOMOR KONTRAK : [ |
3 TANGGAL : ! /

{ I - | [ — — | S T S—— ‘
4. LUAS WILAYAH KERJA I J m
DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI OFFSHORE

NOMOR DOKUMEN LUAS
NO)| JENIS PENGUASAAN ENCRIABILAN TAHUN PENGUASAAN - KETERANGAN
7 7 3 7 3 7
TOTAL LUAS

B,DATA AREAL YANG DIKENAKANPBB

NO| LOKASI LUAS (m?)
T 7 3

TOTAL LUAS B

(Pindahkan B ke SPOP Bagian C 1)

1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB o me

2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYA! HAKNYA/IDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAKIWAJIB PAJAKC m
3

3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (142) c m

5 | B o AT ey G s, T - EAAT

R i i *OBTPERNYATAAN o st ol i i e
Saya menyalakan bahwa Lampiran SPOP inl lelah diisi dengan Jelas, benar, dan lengkap, sesual dengan kelentuan Pasal 8 ayal (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Bumi

dan Bangunan sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 lenlang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Bumi dan Bangunan

1. EIBUEEK PAJAK/IWANB PAJAK 2 DKUASA WAJIB PAJAK 3. R S * L) Lt oL L1
(Tempal) (Tanggal)  (Bulan) (Tahun)
5. TANDA TANGAN DAN CAP
6. NAMA LENGKAP 4 [ J
7. JABATAN I ]

Farmuti ini

Halaman ke m dari D:] Halaman Lampiran L-38




550

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-3B

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE

NOP
NPWP

A. DATA UMUM
DATA KONTRAK
1. JENIS KONTRAK
2. NOMOR KONTRAK
3. TANGGAL
4. LUAS WILAYAH
KERJA

Diisi tahun pajak PBB terutang.

Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda “-”.

Diisi NOP Objek Pajak.

Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

Diisi jenis kontrak yaitu Kontrak Kerja Sama.

Diisi Nomor Kontrak Kerja Sama.

Diisi tanggal berlaku Kontrak Kerja Sama.

Diis1 luas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja
Sama dalam satuan meter persegi.

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI OFFSHORE

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Diisi nomor urut.

Diisi jenis penguasaan permukaan bumi offshore di
dalam kawasan pertambangan minyak dan gas
bumi.

Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan
bumi offshore di dalam kawasan pertambangan
minyak dan gas bumi.

Diisi tahun penguasaan permukaan bumi offshore
di dalam kawasan pertambangan minyak dan gas
bumi.

Diisi luas permukaan bumi offshore di dalam
kawasan pertambangan minyak dan gas bumi
sesuai dokumen penguasaan.

Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

TOTAL LUAS (B)

Diisi nomor urut.

Diisi nama laut/selat/sejenisnya lokasi areal
berada.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal offshore dalam satuan meter
persegi. Luas areal offshore pada huruf B
digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang
dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.
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C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1.

AREAL YANG
TERMASUK OBJEK
PAJAK
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 AYAT (1) UU
PBB

AREAL YANG TIDAK
DIPUNYAI HAKNYA /
TIDAK DIPEROLEH
MANFAATNYA OLEH
SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

. TOTAL AREAL YANG

TIDAK DIKENAKAN
PBB (1+2)

D. PERNYATAAN

1.

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

KUASA WAJIB
PAJAK

TEMPAT
TANGGAL
TANDA TANGAN
DAN CAP

NAMA LENGKAP

JABATAN

Diisi luas areal permukaan bumi offshore di dalam
kawasan pertambangan minyak dan/atau gas
bumi yang merupakan Objek Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU
PBB, dalam satuan meter persegi.

Diisi luas areal permukaan bumi offshore di dalam
kawasan pertambangan minyak dan/atau gas
bumi yang tidak dipunyai haknya dan tidak
diperoleh manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib
Pajak, dalam satuan meter persegi.

Diisi total luas areal permukaan bumi offshore di
dalam kawasan pertambangan minyak dan/atau
gas bumi yang tidak dikenakan PBB yang
merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan
angka 2.

Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib
Pajak.

Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

Diisi  nama lengkap Subjek Pajak/Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

Diisi nama jabatan  Subjek  Pajak/Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.




L
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-3C

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
L-3C PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2|0
SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
UNTUK DATA TUBUH BUMI PEMBETULAN KE [:l:]
NOP :
NPWP

ey gy e S S oy R WY N R T [N Y TN NN L Y AN B |

T - o oy M e
el e A DATA UMUM e o1 A ol P K RSO
DATA KONTRAK
1. JENIS KONTRAK : I
2. NOMOR KONTRAK : [
3 TANGGAL : / /
L L J L L J L A i A J
4. LUAS WILAYAH KERJA : —Im'
Pindahkan luas wilayah kerja pada angka 4 ke SPOP Bagian C 1
— - —— TRy
. BDATAFENDAPATAN MINYAK DANATAU GAS BUMI | .
NO NAMA HASIL PRODUKS! TOTAL PRODUKSI SATUAN PE"DA;;;T_':“KMOR
T 7 3 7 L]
1 [MmNvAK BUMI barrel
2  |GAS BUMI mmblu
TOTAL B
(Pindahkan B ke SPOP Bagian D)

e 4 e RO » el ity ”

U0 OPERNYATAAN |

Says menyalakan bahwa Lampiran SPOP ini leish dils dengan Jelas, benar, dan lengkap, s ssual dengan kelenluan Pasal @ ayal (2) Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1985 lentang Pajak Buml
dan Bangunen sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1994 lentang Perubahan slas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lentang Pajek Bumi dan Bangunan

1 DSWJEK PAJAKIWANIB PAJAK 2. DKUASA WAJIB PAJAK 3 4

(Tempat) (Tanggal)  (Bulan) (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP

6. NAMA LENGKAP

—_—

7. JABATAN : L
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-3C

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda “-”.

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP . Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM
DATA KONTRAK

1. JENIS KONTRAK . Diisi jenis kontrak yaitu Kontrak Kerja Sama.

2. NOMOR KONTRAK : Diisi Nomor Kontrak Kerja Sama.

3. TANGGAL . Diisi tanggal berlaku Kontrak Kerja Sama.

4. LUAS WILAYAH . Diisi luas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
KERJA sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja

Sama dalam satuan meter persegi. Luas Wilayah
Kerja pada angka 4 digunakan sebagai dasar
pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada
SPOP bagian C.1.

B. DATA PENDAPATAN MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

Kolom Nomor 1 . Cukup jelas.
Kolom Nomor 2 . Cukup jelas.
Kolom Nomor 3 - Diisi total lifting minyak bumi dan/atau gas bumi

pada tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB
terutang sesuai dengan Financial Quarter Report
(FQR) Triwulan IV.

Kolom Nomor 4 . Cukup jelas.

Kolom Nomor 5 . Diisi penjualan kotor sebagaimana tertuang dalam
Financial Quarterly Report (FQR) triwulan IV tahun
terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang.

Total penjualan kotor minyak dan/atau gas bumi
pada huruf B digunakan sebagai dasar pengisian
SPOP bagian D.

C. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ . Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP
WAJIB PAJAK ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB . Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP
PAJAK ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT . Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian
Lampiran SPOP.
4. TANGGAL . Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian
Lampiran SPOP.
S. TANDA TANGAN - Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
DAN CAP atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau

Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.




6. NAMA LENGKAP

7. JABATAN
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Diisi nama lengkap Subjek  Pajak/Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.
Diisi nama jabatan  Subjek  Pajak/Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.




J.

< 5

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-4A

LAMPIRAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN PAJAK

20

SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI

UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI ONSHORE

PEMBETULANKE [ [ |

(R a0 e AT S

DATA IZIN | KUASA | KONTRAK | PENUGASAN

1. JENIS IZIN / KUASA / KONTRAK /
PENUGASAN
2. NOMOR

3. TANGGAL

4. LUAS WILAYAH KERJA

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI ONSHORE

NOMOR DOKUMEN LUAS
NO| JENIS PENGUASAAN PENGUASAAN TAHUN PENGUASAAN (m" KETERANGAN
7 7 3 7 7 ¥
TOTAL LUAS
el D, B, DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBE
1. AREAL BELUM PRODUKTIF
JARAK KE
MO LOKASI KONTUR TANAH KONDIS! JALAN JARAICKE PELABUHAN/ LUAS
AN UMUM (km) | g ) (m")
[ 2 J L -] L] 4
TOTAL LUAS
(Jumlahkan B.1 pada Beglan B 8)
2. AREAL PRODUKTIF
JARAK KE
NO)| LOKAS! KONTUR TANAH KONDIS! JALAN JARAK KE PELABUHAN/ LG
JALAN'UMUM fKm) BANDARA (Km) tm%
1 4 J q L] [.] 7
TOTAL LUAS
(Jumlahkan B 2 pada Baglan B.6)
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF
JARAK KE
NO LOKAS! KONTUR TANAH KONDISI JALAN IARAK KR PELABUHAN/ LUAS
AN oMo km) | g GE s m) (m")
1 7 J L 5 [] 7

TOTAL LUAS

(Jumiahkan B.3 pada Baglan B 6)

Halaman ke Dj darl Djﬂlrlmln Lamplran L-4A
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LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 2 0
L-4A PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI ONSHORE PEMBETULAN KE [___]:]
NOP Tl ST e LY s e e e e
NPWP -Li_J-L_[__L_]-IIIJ-I__l-IIII.llll
T BIOATA AREAL YANG BIRENAKAN BB T B

4. AREAL PENGAMAN

JARAK KE
NO| LOKASI KONTUR TANAH KONDIS! JALAN Mu’:m;f - PELABUHAN/ Luas
"‘ BANDARA (km) (%
i Y T 7 ¥ T 7
TOTAL LUAS B84
(Jumlahkan B.4 pada Bagian B.8)
5. AREAL EMPLASEMEN
KETERSEDIAAN
JARAK KE INFRASTRUKTUR
JARAK KE LUAS
LOKASI KONTUR TANAH KONDISI JALAN PELABUHAN/
NO ONO» JALAN UMUM (Km) TARINGAN {m
BANDARA (Km)
USTRIK | TELEKOM
UNIKASI
T p & L) 5 § 1 4 L] (]
TOTAL LUAS as
(Jsriahbkan B § pada Baglan B 8)
6. TOTAL LUAS PERMUKAAN BUMI ONSHORE (B.1+ B.2+ 8.3+ B4 + B.5) |a.u| i
Pindahkan B.8 ke SPOP Baglan C.1
T S R B S e ST o i T8 T
G, DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB [ =
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/WAIB PAJAK [°F m
3 TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (142) 3 m*

Says manyalakan bahwa Lampiran Inl talah diisi dengan Jel 9 ayal (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
dan Bangunan sebagaimana lelah diubsh dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 1984 lentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Buml dan Bangunan,

1 Elsua_m( PAJAK/WAJIB PAJAK 2 Dnuasa WANIB PAJAK 3 4
(Tempal) (Tanggal) (Bulsn) (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP

6. NAMA LENGKAP

7. JABATAN : r I
Halaman ke Dj dari EDH-l.m-n Lampiran L4A
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-4A

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

Formulir L-4A terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang

harus diisi berupa tahun pajak pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK . Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP . Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. JENIS IZIN/ : Diisi jenis izin/kuasa/kontrak/penugasan yang
KUASA/KONTRAK/ dimiliki antara lain Izin Panas Bumi, Kuasa
PENUGASAN Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontrak

Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas
Bumi, Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi,
atau penugasan pengusahaan panas bumi.

2. NOMOR . Diisi nomor izin/kuasa/kontrak/penugasan yang
dimiliki.
3. TANGGAL . Diisi tanggal berlaku izin/kuasa/kontrak/
penugasan.
4. LUAS WILAYAH : Diisi luas Wilayah Kerja Panas Bumi dalam satuan
KERJA meter persegi sebagaimana tercantum dalam

dokumen izin/kuasa/kontrak/penugasan.

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI ONSHORE

Kolom Nomor 1 . Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 . Diisi jenis penguasaan permukaan bumi onshore di
dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan
panas bumi.

Kolom Nomor 3 - Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan
bumi onshore di dalam kawasan pertambangan
untuk pengusahaan panas bumi.

Kolom Nomor 4 . Diisi tahun penguasaan permukaan bumi onshore
di dalam kawasan pertambangan  untuk
pengusahaan panas bumi.

Kolom Nomor 5 . Diisi luas permukaan bumi onshore di dalam
kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas
bumi sesuai dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 6 . Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB
1. AREAL BELUM PRODUKTIF
Kolom Nomor 1 - Diisi nomor urut.




Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.1)

AREAL PRODUKTIF

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.2)

AREAL TIDAK PRODUKTIF

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

-58 -

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka
2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal belum produktif yang
merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom
nomor 7. Total luas areal belum produktif pada
bagian B.1 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka
2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal produktif yang merupakan
hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total
luas areal produktif pada bagian B.2 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.



Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.3)

AREAL PENGAMAN

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.4)

AREAL EMPLASEMEN

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6
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Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka
2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal tidak produktif yang
merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom
nomor 7. Total luas areal tidak produktif pada
bagian B.3 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka
2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal pengaman yang merupakan
hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total
luas areal pengaman pada bagian B.4 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka
2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.



Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8

Kolom Nomor 9

TOTAL LUAS (B.5)

TOTAL LUAS
PERMUKAAN BUMI
ONSHORE (B.1 + B.2
+B.3 + B.4 + B.5)
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Diisi angka 1 jika sumber listrik pada areal
emplasemen berasal dari PLN atau angka 2 jika
sumber listrik pada areal emplasemen berasal dari
pembangkit listrik milik sendiri.

Diisi “ada” bila terdapat jaringan telekomunikasi
(kabel, seluler) pada areal emplasemen atau “-“ jika
tidak terdapat jaringan telekomunikasi pada areal
emplasemen.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal emplasemen yang merupakan
hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 9. Total
luas areal emplasemen pada bagian B.5 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi hasil penjumlahan luas areal belum produktif
(B.1), luas areal produktif (B.2), luas areal tidak
produktif (B.3), luas areal pengaman (B.4), dan luas
areal emplasemen (B.5). Total luas pada bagian B.6
digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang
dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB
1. AREAL YANG

TERMASUK OBJEK
PAJAK
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 AYAT (1) UU
PBB

2. AREAL YANG TIDAK

DIPUNYAI HAKNYA /
TIDAK DIPEROLEH
MANFAATNYA OLEH
SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

3. TOTAL AREAL YANG

TIDAK DIKENAKAN
PBB (1+2)

D. PERNYATAAN

2.

SUBJEK
WAJIB PAJAK

KUASA WAJIB PAJAK :

. TEMPAT

TANGGAL

PAJAK/ :

. Diisi luas areal permukaan bumi onshore di dalam

kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas
bumi yang merupakan Objek Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU
PBB, dalam satuan meter persegi.

: Diisi luas areal permukaan bumi onshore di dalam

kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas
bumi yang tidak dipunyai haknya dan tidak
diperoleh manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib
Pajak, dalam satuan meter persegi.

- Diisi total luas areal permukaan bumi onshore di

dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan
panas bumi yang tidak dikenakan PBB yang
merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan
angka 2.

Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian
Lampiran SPOP.



. TANDA TANGAN DAN :

CAP

. NAMA LENGKAP

. JABATAN

s Bls

Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

Diisi nama lengkap  Subjek  Pajak/Wayjib
Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.



K.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-4B

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
L-4B PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2|0
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI OFF SHORE PEMBETULAN KE [___[:l

L - 3 .
DATA 1ZIN | KUASA | KONTRAK | PENUGASAN
I JENIS @N | KUASA 1 KONTRAK /. [
PENUGASAN

2. NOMOR : [

3 TANGGAL
L il J ’ L A J ' L L 1 A1 J

4. LUAS WILAYAH KERJA i | |

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI OFFSHORE

NO| JENIS PENGUASAAN "°P"E°m' UDAOB":’:‘:" TAHUN PENGUASAAN "[‘:l: KETERANGAN

1 H J T ¥ T

TOTAL LUAS

TOTAL LUAS B I

(Pindahkan B ke SPOP PBB Baglan C.1)
0 DATA AREALY LDIKENAKAN PEEE S o :

LUAS

==
1 AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB G mt
2 AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/WAIB PAJAK | 7] m
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2) &) .

£ s L/
Saya menysiaksn bahwa Lampiran SPOP inl lelah dilsi dengan jelas, banar, dan "0 ng: ang
dan Bangunan sebagaimana lelah diubah dengen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 lentang Perubshan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lentang Pajak Bumi dan Bangunan

1, Dsumex PAJAKIWAJIB PAJAK 2 Dxuaaa WAJIB PAJAK 3 4

| I N O I I |
(Butan) (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP

6. NAMA LENGKAP H L J

7. JABATAN

Halaman ke D:] dari EDMIMHUM-I-ML*I




o B

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-4B

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE

NOP
NPWP

A. DATA UMUM
1. JENIS IZIN/
KUASA/KONTRAK/
PENUGASAN

2. NOMOR
3. TANGGAL

4. LUAS WILAYAH
KERJA

: Diisi tahun pajak PBB terutang.
: Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP

oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

. Diisi NOP Objek Pajak.
: Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek

Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

Diisi jenis izin/kuasa/kontrak/penugasan yang
dimiliki antara lain Izin Panas Bumi, Kuasa
Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontrak
Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas
Bumi, Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi,
atau penugasan pengusahaan panas bumi.

Diisi nomor izin/kuasa/kontrak/penugasan yang
dimiliki.

Diisi tanggal berlaku izin/kuasa/kontrak/
penugasan.

Diisi luas Wilayah Kerja Panas Bumi dalam satuan
meter persegi sebagaimana tercantum dalam
dokumen izin/kuasa/kontrak/penugasan.

5. DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI OFFSHORE

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Diisi nomor urut.

Diisi jenis penguasaan permukaan bumi offshore di
dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan
panas bumi.

Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan bumi
offshore di dalam kawasan pertambangan untuk
pengusahaan panas bumi.

Diisi tahun penguasaan permukaan bumi offshore di
dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan
panas bumi.

Diisi luas permukaan bumi offshore di dalam
kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas
bumi sesuai dokumen penguasaan.

Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Diisi nomor urut.

Diisi nama laut/selat/sejenisnya lokasi areal
offshore berada.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.




TOTAL LUAS (B)
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Diisi total luas areal offshore dalam satuan meter
persegi. Luas areal offshore pada huruf B digunakan
sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan
pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1;

AREAL YANG
TERMASUK OBJEK

PAJAK SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 AYAT (1) UU
PBB

. AREAL YANG TIDAK

DIPUNYAI HAKNYA/
TIDAK DIPEROLEH
MANFAATNYA OLEH
SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

. TOTAL AREAL YANG

TIDAK DIKENAKAN
PBB (1+2)

D. PERNYATAAN

1,

2.

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
KUASA WAJIB
PAJAK

TEMPAT

TANGGAL
TANDA TANGAN
DAN CAP

NAMA LENGKAP

JABATAN

. Diisi tanggal,

: Diisi

Diisi luas areal permukaan bumi offshore di dalam
kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas
bumi yang merupakan Objek Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU
PBB, dalam satuan meter persegi.

Diisi luas areal permukaan bumi offshore di dalam
kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas
bumi yang tidak dipunyai haknya dan tidak
diperoleh manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib
Pajak, dalam satuan meter persegi.

Diisi total luas areal permukaan bumi offshore di
dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan
panas bumi yang tidak dikenakan PBB yang
merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan
angka 2.

. Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
- Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

. Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

Lampiran SPOP.
bulan, dan tahun saat pengisian
Lampiran SPOP.

. Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

nama lengkap  Subjek  Pajak/Wajib
Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

. Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-4C

LAMPIRAN

TAHUN PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 2
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

L4C

0

SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI

UNTUK DATA TUBUH BUMI

PEMBETULAN KE | | I

bl

2. NOMOR
3. TANGGAL

4. LUAS WILAYAH KERJA

1. JENIS 12N / KUASA / KONTRAK /. [__
PENUGASAN )

(Pindahkan luas wilayah kerja pada angka 4 ke SPOP PBB Baglan C 1)

_ B,DATAPENDAPATAN UAP DAN/ATAU LISTRIK

TR T SN TG i

PENDAPATAN

HARGA
NO NAMA HASIL PRODUKSI TOTAL HASIL PRODUKS! SATUAN
(Rupish) (Rupiah)
1 2 ] 4 ] ]
1 |uap Kwh
2 |UsTRIK Kwh
JUMLAH PENDAPATAN 8.3 |

(Pindahkan B.3 ke SPOP PBB Baglan D)
= =T

PERNYATAAN

. i _ = ke po  Re s T
Saya manyaiakan bahwa Lampiran SPOF Ini lelah diis| dengan jelas, benar, dan lengkap, dengan kelentuan Pas yal (2)
dan Bangunan ssbagaimana islah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 lenlang Perubahan slas Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1085 lentang Pajak Bum| dan Bangunan.

1 Daumeu PAJAK/WAJNB PAJAK 2 wa\aa WAJIB PAJAK 3 4

B T T T T T PP PP .I l l l ' '
(Tempat) (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP

8. NAMA LENGKAP X l

7. JABATAN : l

S—

Forrmull
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-4C

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE

NOP
NPWP

A. DATA UMUM
1. JENIS IZIN/
KUASA/KONTRAK/
PENUGASAN

2. NOMOR
3. TANGGAL

4. LUAS WILAYAH
KERJA

Diisi tahun pajak PBB terutang.

Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

. Diisi NOP Objek Pajak.
: Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek

Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

Diisi jenis izin/kuasa/kontrak/penugasan yang
dimiliki antara lain Izin Panas Bumi, Kuasa
Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontrak
Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas
Bumi, Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi,
atau penugasan pengusahaan panas bumi.

Diisi nomor izin/kuasa/kontrak/penugasan yang
dimiliki.

Diisi  tanggal berlaku  izin/kuasa/kontrak/
penugasan.

Diisi luas Wilayah Kerja Panas Bumi dalam satuan
meter persegi sebagaimana tercantum dalam
dokumen izin/kuasa/kontrak/penugasan. Luas
Wilayah Kerja pada angka 4 digunakan sebagai
dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak
pada SPOP bagian C.1.

B. DATA PENDAPATAN UAP DAN/ATAU LISTRIK

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2
Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4
Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

JUMLAH PENDAPATAN :

(B.3)

C. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ :

WAJIB PAJAK

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Diisi hasil produksi uap dan listrik yang terjual

dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB
terutang.

: Cukup jelas.
: Diisi harga uap dan harga listrik sebagaimana

ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal
Pajak.

. Diisi total pendapatan uap dan total pendapatan

listrik dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak
PBB terutang dalam satuan Rupiah yang
merupakan hasil perkalian antara kolom nomor 3
dan kolom nomor 5.

Diisi hasil penjumlahan pada kolom nomor 6.
Jumlah pendapatan pada bagian B.3 merupakan
dasar pengisian pendapatan pada SPOP bagian D.

Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.




KUASA WAJIB :

PAJAK
TEMPAT

TANGGAL

TANDA TANGAN :

DAN CAP

NAMA LENGKAP

JABATAN

-67-

Diisi tanda  silang bila Lampiran SPOP
ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib
Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-5A

LAMPIRAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN PAJAK

2|0

SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA

UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI ONSHORE

PEMBETULAN KE D:]

1. JENIS

2. NOMOR

4. LUAS

3. TANGGAL

DATA IUP / IUP-K | IPR ! KONTRAK KARYA | PKP2B

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI ONSHORE

NOMOR DOKUMEN LUAS
NO JENIS PENGUASAAN PENGUASAAN TAHUN PENGUASAAN () KETERANGAN
2 3 T ] []
TOTAL LUAS

1. AREAL BELUM DIMANFAATKAN

NOI LOKASI KONTUR KONDIS! JARAK KE JARAK KE PELABUHAN/ LUAS
TANAH JALAN JALAN UMUM (km) BANDARA (km) (m?)
1 2 3 [ 3 6 T
TOTAL LUAS B.1
{Jumlahkan B.1 pada Baglan B.8)
2. AREAL CADANGAN PRODUKSI
NO LOKASI KONTUR KONDISI JARAK KE JARAK KE PELABUHAN/ LUAS
TANAH JALAN JALAN UMUM (km) BANDARA (km) (m?)
1 H 3 4 5 [] 7
TOTAL LUAS B.2
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF {Jumlahkan B.2 pads Baglan B B)
NOI LOKAS! KONTUR KONDISI JARAK KE JARAK KE PELABUHAN/ LUAS
TANAH JALAN JALAN UMUM (km) BANDARA (km) (m7)
1 H 3 [ 5 [] 7
TOTAL LUAS B.3

(Jumishkan B.3 pada Baglan B.6)

Halaman ke ED dari [:lHlllmln Lamplran L-5A
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LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
L-5A PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2|0
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI ONSHORE PEMBETULANKE [ [ ]

. L 1 KONTUR KONODISI JARAK KE JARAK KE PELABUHAN/ LUAS
OKA TANAH JALAN  [JALAN UMUM (km) BANDARA (km) (m"
1 7 3 [ 5 § T
TOTAL LUAS B4

(Jumiahkan B.4 pada Baglan B 8)

5. AREAL EMPLASEMEN

TARAK KE KETERSEDIAAN
NO) LOKAS! KTOA'NA"”“' ey MU’:R‘;;‘U':‘E&M PELABUHAN/ INFRASTRUKTUR ”t':;
BANDARA (km) [~TISTRIK | JARINGAN |
7 H 3 7 7 7 7
BS

(Jumlahkan B 5 pada Baglan B 8)
& TOTAL LUAS PERMUKAAN BUMI ONSHORE (B.1 + B.2+ B.J+ B.4+ B.5) | B8 ‘

Pindahkan 8.8 ke SPOP Baglan C.1

T

0/DATA AREAL YANG TIDAK DIKE

g

3

-
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB sk m
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYAIMDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/WANB PAJAK c.a m'
3 TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+42) C.Y m*

I RN*A_I’J_'_ R, S
menyalakan bahwa Lampiran SPOP inl lelah dilsi dengan jelas, benar, dan langkap, sesuai dengan kelanluan Passi 9 ayal (7) Und
dan Bangunan sebagaimana lelsh diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 lenlang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1885 leniang Pajak Bumi dan Bangunan.

1 SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2 DKUABA WAJIB PAJAK 3 4
O Lo

i e
(Tempat) (Tanggal)  (Butan] {Tahon)

5. TANDA TANGAN DAN CAP

8. NAMA LENGKAP

p— [ |

Formulv inl dapal diperbanyak swsusi kebutuhan
Halaman ke D] dari Dhahmln Lampiran L-SA

—_—
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-5A

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN
Formulir L-5A terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang
harus diisi berupa tahun pajak pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE

NOP
NPWP

A. DATA UMUM

Diisi tahun pajak PBB terutang.

Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda “-”.

Diisi NOP Objek Pajak.

Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

DATA IUP/IUP- K/IPR/KONTRAK KARYA/PKP2B

1. JENIS

2. NOMOR
3. TANGGAL
4. LUAS

- Diisi jenis izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki

antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin
Usaha Pertambangan Khusus (IUP-K), Izin
Pertambangan Rakyat (IPR), Kontrak Karya, atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B).

. Diisi nomor izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki.
. Diisi tanggal berlaku izin/kontrak/perjanjian.
- Diisi luas areal dalam satuan meter persegi

sebagaimana tercantum dalam izin/kontrak/
perjanjian.

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI ONSHORE

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

. Diisi nomor urut.
. Diisi jenis penguasaan permukaan bumi onshore di

dalam kawasan pertambangan mineral atau
batubara.

- Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan bumi

onshore di dalam kawasan pertambangan mineral
atau batubara.

- Diisi tahun penguasaan permukaan bumi onshore di

dalam kawasan pertambangan mineral atau
batubara.

. Diisi luas permukaan bumi onshore di dalam

kawasan pertambangan mineral atau batubara
sesuai dokumen penguasaan.

- Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB
1. AREAL BELUM DIMANFAATKAN

Kolom Nomor 1

Diisi nomor urut.




Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor S

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.1)

i

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2
jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal belum dimanfaatkan yang
merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom
nomor 7. Total luas areal belum dimanfaatkan pada
bagian B.1 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

AREAL CADANGAN PRODUKSI

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.2)

AREAL TIDAK PRODUKTIF

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2
jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal cadangan produksi yang
merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom
nomor 7. Total luas areal cadangan produksi pada
bagian B.2 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.




Kolom Nomor 4

Kolom Nomor S

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.3)

AREAL PENGAMAN

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS (B.4)

AREAL EMPLASEMEN

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6
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Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2
jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal tidak produktif yang merupakan
hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total
luas areal tidak produktif pada bagian B.3 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2
jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal pengaman yang merupakan
hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total
luas areal pengaman pada bagian B.4 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi nomor urut.

Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada
dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.
Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar
atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah
berbukit.

Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2
jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan
sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan
kilometer.

Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat
dalam satuan kilometer.



Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8

Kolom Nomor 9

TOTAL LUAS (B.5)

TOTAL LUAS
PERMUKAAN BUMI
ONSHORE (B.1 + B.2
+B.3 + B.4 + B.5)

i

Diisi angka 1 jika sumber listrik pada areal
emplasemen berasal dari PLN atau angka 2 jika
sumber listrik pada areal emplasemen berasal dari
pembangkit listrik milik sendiri.

Diisi “ada” bila terdapat jaringan telekomunikasi
(kabel, seluler) pada areal emplasemen atau “-“ jika
tidak terdapat jaringan telekomunikasi pada areal
emplasemen.

Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan
meter persegi.

Diisi total luas areal emplasemen yang merupakan
hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 9. Total
luas areal emplasemen pada B.5 kemudian
dijumlahkan pada bagian B.6.

Diisi hasil penjumlahan luas areal belum
dimanfaatkan (B.1), luas areal cadangan produksi
(B.2), luas areal tidak produktif (B.3), luas areal
pengaman (B.4), dan luas areal emplasemen (B.5).
Total luas pada bagian B.6 digunakan sebagai dasar
pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada
SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

ks

AREAL YANG
TERMASUK OBJEK
PAJAK
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 AYAT (1) UU
PBB

. AREAL YANG TIDAK

DIPUNYAI HAKNYA /
TIDAK DIPEROLEH
MANFAATNYA OLEH
SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

. TOTAL AREAL YANG

TIDAK DIKENAKAN
PBB (1+2)

D. PERNYATAAN

i

2. KUASA WAJIB PAJAK :

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

3. TEMPAT

. Diisi luas areal permukaan bumi onshore di dalam

kawasan pertambangan mineral atau batubara yang
merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PBB, dalam
satuan meter persegi.

: Diisi luas areal permukaan bumi onshore di dalam

kawasan pertambangan mineral atau batubara yang
tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh
manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak,
dalam satuan meter persegi.

. Diisi total luas areal permukaan bumi onshore di

dalam kawasan pertambangan mineral atau
batubara yang tidak dikenakan PBB yang
merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan
angka 2.

Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian
Lampiran SPOP.



. TANGGAL

. TANDA TANGAN DAN :

CAP

NAMA LENGKAP

. JABATAN

<=

Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

Diisi nama lengkap  Subjek  Pajak/Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

Diisi nama  jabatan Subjek Pajak/Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-5B

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 210
L-5B PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI OFFSHORE PEMBETULANKE [ [ |
NOP
L 1 J | { .| 1 ] | 1 1 J | | | S PR T | 1 1 J —J

¥ 4 AL

DATA IUP 1 1UP-K/ PR / KONTRAK KARYA  PKP18

1. JENIS : [ |
2. NOMOR E [ 4‘
3. TANGGAL By owlly "

4. LUAS : I [m‘

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI OFFSHORE

NOMOR DOKUMEN LUAS
NO JENIS PENGUASAAN PENGUASAAN TAHUN PENGUASAAN (m?) KETERANGAN
T B 3 [ 5 L]

LUAS
NO| KAS|
LOKAS ()
1 2 3
TOTAL LUAS B
(Pindahkan B ke SPOP Bagian C.1)
LUAS
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB |C'1| m*
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK |C, | m*

3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)

Saya menyalakan bahwa Lampiran
dan Bangunan sebagaimana lelsh diubah dengan Undang-Undang N

1. DSUBJEK PAJAKIWAJIB PAJAK 2. Dxuasnwam PAJAK 3 S A

Sassbadvich et L1 | E - 1 J
(Tempal) (Tanggal)  (Bufan) (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP

6. NAMA LENGKAP : | l

7. JABATAN s I I
Halaman ke l:l:l dari D:lHllamlnLImylr-n L-sB
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-5B

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE

NOP
NPWP

A. DATA UMUM

Diisi tahun pajak PBB terutang.

Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda “-”.

Diisi NOP Objek Pajak.

Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

DATA IUP/IUP- K/IPR/KONTRAK KARYA /PKP2B

1. JENIS

2. NOMOR
3. TANGGAL
4. LUAS

- Diisi jenis izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki

antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin
Usaha Pertambangan Khusus (IUP-K), Izin
Pertambangan Rakyat (IPR), Kontrak Karya, atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B).

- Diisi nomor izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki.
- Diisi tanggal berlaku izin/kontrak/perjanjian.
. Diisi luas areal dalam satuan meter persegi

sebagaimana tercantum dalam izin/kontrak/
perjanjian.

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI OFFSHORE

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

. Diisi nomor urut.
. Diisi jenis penguasaan permukaan bumi offshore di

dalam kawasan pertambangan mineral atau
batubara.

- Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan bumi

offshore di dalam kawasan pertambangan mineral
atau batubara.

- Diisi tahun penguasaan permukaan bumi offshore di

dalam kawasan pertambangan mineral atau
batubara.

. Diisi luas permukaan bumi offshore di dalam

kawasan pertambangan mineral atau batubara
sesuai dokumen penguasaan.

- Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

: Diisi nomor urut.
. Diisi nama laut/selat/sejenisnya lokasi areal

berada.

. Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan

meter persegi.



TOTAL LUAS (B)

<P

. Diisi total luas areal offshore dalam satuan meter

persegi. Luas areal offshore pada huruf B digunakan
sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan
pajak pada SPOP bagian C.1.

. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

j P

AREAL YANG
TERMASUK OBJEK
PAJAK
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 AYAT (1) UU
PBB

AREAL YANG TIDAK
DIPUNYAI HAKNYA/
TIDAK DIPEROLEH
MANFAATNYA OLEH
SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
TOTAL AREAL YANG
TIDAK DIKENAKAN
PBB (1+2)

PERNYATAAN

L.

2:

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
KUASA WAJIB PAJAK
TEMPAT

TANGGAL

TANDA TANGAN DAN
CAP

NAMA LENGKAP

JABATAN

: Diisi

: Diisi

. Diisi luas areal permukaan bumi offshore di dalam

kawasan pertambangan mineral atau batubara yang
merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PBB, dalam
satuan meter persegi.

. Diisi luas areal permukaan bumi offshore di dalam

kawasan pertambangan mineral atau batubara yang
tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh
manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak,
dalam satuan meter persegi.

. Diisi total luas areal permukaan bumi offshore di

dalam kawasan pertambangan mineral atau
batubara yang tidak dikenakan PBB yang
merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan
angka 2.

: Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
: Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

. Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

Lampiran SPOP.

. Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian

Lampiran SPOP.

: Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

nama lengkap  Subjek  Pajak/Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

nama  jabatan Subjek Pajak/Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-5C

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 2
L-5C PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 0
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA
UNTUK DATA TUBUH BUMI PEMBETULANKE [ [ ]
NOP
(TN | (R T i Y (o [0 RO 'S5 S [ U (S S [ [ I S S I ER i PN |

NPWP -

ey oA DATAUMUME K i

1. JENIS

2. NOMOR I
3. TANGGAL

4 LUAS

(Pindahkan luas pada angka 4 ke SPOP Baglan C 1)

DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP [ IUP-K / IPR | KONTRAK KARYA | PKP2B

NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA NOP L::,f KPP

| 7 J L]

TOTAL LUAS

) AN i e . B DATA'GALIAN TAMBANG = - . . o i L e T

1. BATUBARA

JENIS BATUBARA : Ds TEAM (THERMAL) Dcoomne (METALLURGICAL) Daamanm TERTENTU
RINCIAN PRODUKSI
NAMA KOMODITAS/ |KUALITAS BATUBARA RATA-RATAl  HASIL PRODUKSI FIRGA JUAL
NO |JENIS BATUBARA| MEREK DAGANG ov ™ | 15 | Ash TERTAMBANG T::I::g‘“" PENDAPATAN KOTOR|  TITIK SERAH
(BRAND) mesrngoanm | (ar%) | (ar.%) | (2r.%) (Tor) e (Ao per
1 2 3 4 5 § T=35X8 ]

TOTAL PENDAPATAN KOTOR l 8.1

I

Pindahkan B.1 ke SPOP Baglan D

2. MINERAL LOGAM

BENTUK PRODUKS! : |:|uu (ORE ATAU RAW MATERIAL) chmsermur Dmam
RINCIAN PRODUKS!
NAMA KOMODITAS! | KUALITAS/KADAR| SATUAN HARGA JUAL HASIL
N 1ODUK
NO Pﬁml MEREK DAGANG | MINERAL LOGAM | flovkg/mf "’,‘é:}::a ANGSl GALIAN TAMBANG PENDAPATAN KOTOR TITK SERAH
(BRAND) %) dsb) (Rp per lon'kg/m*/dsb)
1 2 3 4 [] [] 7 a=6Xx7 []
TOTAL PENDAPATAN KOTOR I B2
Pindahkan 8.2 ke SPOP Bagian D
3. MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN
PENTUK PRODUKS! : DB!JH (ORE ATAU RAW MATERIAL) Dpnnwx AKHIR/OLAHAN
RINCIAN PRODUKSI
NAMA KOMODITAS/ KUALITAS/KADAR SATUAN HARGA JUAL HASIL
No P:gml MEREK DAGANG | MINERAL BUKAN | (lonkg/m¥/ mé:;:”;“m‘s‘ GALIAN TAMBANG | PENDAPATAN KOTOR | TITIK SERAH
(BRAND) LOGAM (%) dsb) (Rp per lonkg/mi/dsb)
[ 2 K] [ 5 [] 7 a=6Xx7 []
TOTAL PENDAPATAN KOTOR I B3

Pindshkan B.3 ke SPOP Baglan D

Halaman ke EI:I darl ED Halaman Lampiran L-5C
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LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 0
L-5C PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA
UNTUK DATA TUBUH BUMI PEMBETULAN KE {:D
NOP 2

IS JNC N U NN FRC S N SN WY R NN B N R D S |

G bATABAYAFROGURE WHERAL ATAV BATURARA

i
NO NAMA/JENIS BIAYA BES‘R(-;:) BIAYA KETERANGAN
1 7 ] ]

TOTAL BIAYA PRODUKS!

e Saiv LAl

n SPOP Ini lelah diis| dengan Jaias, benar, dan lengkap, sesual dengan kelenluan Pasal 9 ayal (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun ﬁs tenlang Pajak Bum|
dan Bangunan sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 lenlang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Bumi dan Bangunan
1. [ Jsuesex pasakwae pask 2 [ ruasa wase pask

4

YL L)
(Tanggal)  (Bufan)

(Tahun)
5 TANDA TANGAN DAN CAP

7. JABATAN

8. NAMA LENGKAP z [

| E—

Formullr Inf dapat diperbanys ksesust kebutuhan,

Halaman ke m darl m Halaman Lamplran L-5C
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-5C

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN
Formulir L-5C terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang
harus diisi berupa tahun paJak pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE

NOP
NPWP

A. DATA UMUM

Diisi tahun pajak PBB terutang.

Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda “-”.

Diisi NOP Objek Pajak.

Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

DATA IUP/IUP- K/IPR/KONTRAK KARYA/PKP2B

1. JENIS

2. NOMOR
3. TANGGAL
4. LUAS

- Diisi jenis izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki

antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin
Usaha Pertambangan Khusus (IUP-K), Izin
Pertambangan Rakyat (IPR), Kontrak Karya, atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B).

. Diisi nomor izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki.
. Diisi tanggal berlaku izin/kontrak/ perjanjian.
- Diisi luas areal dalam satuan meter persegi

sebagaimana tercantum dalam izin/kontrak/
perjanjian. Luas areal pada angka 4 digunakan
sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan
pajak pada SPOP bagian C.1.

DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP/IUP-K/IPR/

KONTRAK KARYA/PKP2B
Kolom No 1
Kolom No 2
Kolom No 3
Kolom No 4
Kolom No 5

Kolom No 6

Diisi nomor urut.

Diisi nama provinsi lokasi Objek Pajak.

Diisi nama kabupaten/kota lokasi Objek Pajak.
Diisi NOP Objek Pajak.

Diisi luas Objek Pajak sesuai dengan pembagian
wilayah administrasi.

Diisi nama KPP tempat Objek Pajak terdaftar.
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Data rinci wilayah administrasi adalah data rinci wilayah administrasi yang
meliputi nama provinsi, kabupaten/kota, dan NOP lokasi Objek Pajak beserta
rincian luas masing-masing.

Contoh pengisian:

PT Pertambangan Nusantara memiliki hak pertambangan sebagaimana
tercantum dalam IUP dengan luas areal penambangan 5.000 ha. Areal
penambangan terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan melintasi dua
kabupaten meliputi Kabupaten Penajam dan Kabupaten Kutai Barat. Objek
Pajak yang terletak di Kabupaten Penajam memiliki NOP 64.01.000.726.324-
0111.3 seluas 3000 ha dan terdaftar di KPP Pratama Penajam. Objek Pajak yang
terletak di Kabupaten Kutai Barat memiliki NOP 64.02.000.728.324-0333.3
seluas 2000 ha dan terdaftar di KPP Pratama Tenggarong. Pengisian data rinci
wilayah administrasi sesuai izin/kontrak/perjanjian adalah sebagai berikut:

DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA TUP/IUP-K/IPR/KONTRAK

KARYA/PKP2B
NO PROVINSI KABUPATEN/ NOP LUAS (m?) KPP
KOTA
1 | Kalimantan 64.01.000.726.324-0111.3 | 30.000.000 | KPP Pratama
Timur Penajam
3 | Kalimantan Kutai Barat 64.02.000.728.324-0333.3 | 20.000.000 | KPP Pratama
Timur Tenggarong
TOTAL LUAS 50.000.000

B. DATA GALIAN TAMBANG
1.

BATUBARA

JENIS BATUBARA

RINCIAN PRODUKSI

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan jenis
batubara yang diproduksi (bisa lebih dari satu).

Diisi nomor urut.

Diisi jenis batubara yaitu steam (thermal), cooking
(metallugircal), atau batubara tertentu.

Diisi nama komoditas batubara/merek dagang dari
produk yang dihasilkan.

Adalah kualitas tipikal kandungan batubara rata-
rata dalam setahun, yang meliputi :

Kandungan kalori (CV) diisi nilai kalor batubara
(Calorific Value) kondisi GAR (gross as received)
dalam satuan kcal/kg (GAR).

Apabila nilai kalor batubara dalam kondisi ADB (air
dried basis) harus dikonversi dahulu ke kondisi GAR
dengan formula:

100 - T™M
Koar = Kaps X ( )

100 - IM

dimana :

KGAR = Nilai kalor batubara kondisi GAR
KADB = Nilai kalor batubara kondisi ADB
TM = Total Moisture (kondisi GAR)

IM = Inherent Moisture (kondisi ADB)



Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8

TOTAL
PENDAPATAN
KOTOR (B.1)

MINERAL LOGAM
BENTUK PRODUKSI

RINCIAN PRODUKSI

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8

Kolom Nomor 9

8-

Kandungan Air (TM) diisi kandungan air batubara
(total moisture content) kondisi as received (ar) dalam
satuan persen (%,ar).

Kandungan belerang (TS) diisi dengan kandungan
belerang batubara (total sulphur content) kondisi as
received (ar) dalam satuan persen (%, ar).
Kandungan abu (Ash) diisi dengan kandungan abu
batubara kondisi as received (ar) dalam satuan
persen (%, ar).

Diisi jumlah batubara yang dihasilkan dalam tahun
terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang.

Diisi harga jual rata-rata batubara sesuai dengan
ketentuan di bidang perpajakan yang mengatur
mengenai harga batubara.

Diisi pendapatan hasil produksi yang merupakan
hasil perkalian antara hasil produksi tertambang
(kolom nomor 5) dengan harga jual hasil galian
tambang (kolom nomor 6).

Diisi titik serah sesuai dengan peraturan di bidang
perpajakan yang mengatur mengenai titik serah.

Diisi hasil penjumlahan dari pendapatan kotor
batubara (kolom nomor 7). Total pendapatan kotor
batubara pada bagian B.1 digunakan sebagai dasar
pengisian pendapatan pada SPOP bagian D.

Berilah tanda silang (X) sesuai bentuk produksi
mineral logam (bisa lebih dari satu).

Diisi nomor urut.

Diisi bentuk produksi mineral logam yaitu bijih (ore
atau raw material), konsentrat, atau logam.

Diisi nama komoditas mineral logam/merek dagang
produk yang dihasilkan.

Diisi persentase kandungan mineral logam rata-rata
dalam setahun sebelum tahun pajak PBB terutang,
dalam satuan persen.

Diisi satuan hasil produksi tertambang, antara lain:
ton, kg, m3, atau lainnya.

Diisi jumlah mineral logam yang dihasilkan dalam
tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang.
Diisi harga jual rata-rata mineral logam sesuai
ketentuan di bidang perpajakan yang mengatur
mengenai harga barang tambang mineral logam.
Diisi pendapatan hasil produksi yang merupakan
hasil perkalian antara hasil produksi tertambang
(kolom nomor 6) dengan harga jual hasil galian
tambang (kolom nomor 7).

Diisi titik serah sesuai dengan peraturan di bidang
perpajakan yang mengatur mengenai titik serah.




TOTAL
PENDAPATAN
KOTOR (B.2)
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Diisi hasil penjumlahan dari pendapatan kotor
mineral logam (kolom nomor 8). Total pendapatan
kotor mineral logam pada bagian B.2 digunakan
sebagai dasar pengisian pendapatan pada SPOP
bagian D.

MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN

BENTUK PRODUKSI

RINCIAN PRODUKSI

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2
Kolom Nomor 3
Kolom Nomor 4
Kolom Nomor S

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8

Kolom Nomor 9

TOTAL
PENDAPATAN
KOTOR (B.3)

Berilah tanda silang (X) sesuai bentuk produksi
mineral bukan logam (bisa lebih dari satu).

Diisi nomor urut.

Diisi bentuk produksi mineral bukan logam yaitu
bijih (ore atau raw material), atau produk
akhir/olahan.

Diisi nama komoditas mineral bukan logam/merek
dagang produk yang dihasilkan.

Diisi persentase kandungan mineral bukan logam,
atau batuan (jika ada), dalam satuan persen.

Diisi satuan hasil produksi tertambang, antara lain:
ton, kg, m3, atau lainnya.

Diisi jumlah mineral bukan logam atau batuan yang
dihasilkan dalam tahun terakhir sebelum Tahun
Pajak PBB terutang.

Diisi harga jual rata-rata mineral bukan logam atau
batuan sesuai ketentuan di bidang perpajakan yang
mengatur mengenai harga barang tambang mineral
bukan logam dan batuan.

Diisi pendapatan hasil produksi yang merupakan
hasil perkalian antara hasil produksi tertambang
(kolom nomor 6) dengan harga jual hasil galian
tambang (kolom nomor 7).

Diisi titik serah sesuai dengan peraturan di bidang
perpajakan yang mengatur mengenai titik serah.
Diisi hasil penjumlahan dari pendapatan kotor
mineral bukan logam atau batuan (kolom nomor 8).
Total pendapatan kotor mineral bukan logam atau
batuan pada bagian B.3 digunakan sebagai dasar
pengisian pendapatan pada SPOP bagian D.

C. DATA BIAYA PRODUKSI MINERAL ATAU BATUBARA

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

TOTAL BIAYA
PRODUKSI

Diisi nomor urut.

Diisi nama/jenis biaya yang termasuk kategori biaya
produksi mineral atau batubara sesuai dengan
ketentuan di bidang perpajakan yang mengatur
mengenai biaya produksi mineral atau batubara.
Diisi besarnya biaya produksi dalam satuan mata
uang Rupiah.

Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

Diisi hasil penjumlahan dari besaran biaya produksi
mineral atau batubara (kolom nomor 3).



D. PERNYATAAN

L.

2.

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

KUASA WAJIB PAJAK :

TEMPAT

TANGGAL

TANDA TANGAN DAN :

CAP

NAMA LENGKAP

JABATAN
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Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP
ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

Diisi nama lengkap  Subjek  Pajak/Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

Diisi nama  jabatan Subjek Pajak/Wajib
Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-6A

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 2 0
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR LAINNYA SUBSEKTOR PERIKANAN TANGKAP

PEMBETULANKE [ | |

-

. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

2. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIP1)

a. NOMOR : I

b. TANGGAL E ." L .'n PR |
C.MAMAWPP-NRI : W P P - MR | ., , ,
a. JUMLAH 8IPI gl g

b. JUMLAH KAPAL

1. LUAS AREAL PENANGKAPAN PER
KAPAL SESUAI WPP - NRI
2. JUMLAH KAPAL

3. LUAS BUMI HASIL KONVERSI AREAL
PENANGKAPAN IKAN (1 x 2)

(Pindahkan luas pada angka 3 ke SPOP Baglan C.1)

-

. ) DATAPENDAPATAN KOTOR

HASIL PRODUKSI HARGA PER SATUAN

= P SRy PENDAPATAN KOTOR

SATUAN BERAT (Rp) (Rp)

BERAT
T T J i L] [ (RS ]

TOTAL PENDAPATAN KOTOR l c
(Pindahkan C ke SPOP PBB Baglan D)
- T A2 S A P SRR TR e = i .y B T
D, DATA 81PI DAN JUMLAH KAPAL T b e L A A P
JUMLAH KAPAL
J

TOTAL JUMLAH KAPAL

ya nyaiak piran Wln
dan Bangunan sebag

1. Dsuuex PAJAK/WANB PAJAK

6. NAMA LENGKAP

7. JABATAN

lis| dengan jelas, benar, den lengkap,

2 Duuasn WAJIB PAJAK

5. TANDA TANGAN DAN CAP

sual dengan kelentuan Pasal 9 ayal (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lentang Pajak Bumi -
lah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tsniang Perubahan alas Undang-Undang Nomar 12 Tahun 10885 lenlang Pajak Bumi dan Bangunan,

3 4

Sl L
(Tanggal) (Buisn)

{Tahan)

|

|

Formuly Inl dapal diperbanysk sesusl kebuluhan,

Halaman ke m darl Djﬂlllmnn Lampiran L-8A
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6A

INFORMASI IDENTITAS LAMP
TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE

NOP
NPWP

A. DATA UMUM

I

RAN
Diisi tahun pajak PBB terutang.
Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".
Diisi NOP Objek Pajak.
Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

1. SURAT IJIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

a. NOMOR
b. TANGGAL
c. NAMA WPP-NRI

Diisi nomor SIUP.

Diisi tanggal dikeluarkannya SIUP.

Diisi nama WPP-NRI tempat usaha penangkapan
ikan sesuai SIUP yang dimiliki oleh Subjek
Pajak/Wajib Pajak. Dalam hal terdapat 2 (dua)
WPP pada SIUP, maka diisikan salah satu WPP
dengan hasil penangkapan terbesar.

2. SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)

a. JUMLAH SIPI

b. JUMLAH KAPAL

B. DATA BUMI

1. LUAS AREAL :

PENANGKAPAN PER
KAPAL

2. JUMLAH KAPAL

3. LUAS BUMI HASIL :

KONVERSI AREAL
PENANGKAPAN IKAN

Diisi jumlah SIPI yang dimiliki oleh Subjek
Pajak/Wajib Pajak.

Diisi jumlah kapal yang dimiliki oleh Subjek
Pajak/Wajib Pajak untuk usaha penangkapan ikan.

Diisi luas areal penangkapan per kapal sesuai
WPP - NRI. Luas areal penangkapan ikan per kapal
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak.

Diisi jumlah kapal yang dimiliki oleh Subjek
Pajak/Wajib Pajak untuk usaha penangkapan ikan.
Diisi luas bumi berdasarkan hasil perkalian antara
luas areal penangkapan ikan (nomor 1) dengan
jumlah kapal (nomor 2). Luas bumi hasil konversi
areal penangkapan ikan pada angka 3 digunakan
sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan
pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA PENDAPATAN KOTOR

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2
Kolom Nomor 3

Diisi nomor urut.

Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan.

Diisi satuan berat ikan misalnya dalam ton atau
kilogram.




Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

TOTAL PENDAPATAN

8T

Diisi jumlah produksi per jenis ikan dalam tahun
terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang dalam
satuan berat tertentu sesuai dengan isian kolom
nomor 3.

Diisi harga jual rata-rata per jenis ikan per satuan
berat tertentu sesuai dengan isian kolom nomor 3.
Diisi hasil perkalian jumlah produksi per jenis ikan
dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB
terutang (kolom nomor 4) dengan harga jual rata-
rata per jenis ikan per satuan berat tertentu (kolom
nomor 95).

Diisi total penjumlahan pendapatan kotor pada
kolom nomor 6. Total pendapatan kotor pada bagian
C digunakan sebagai dasar pengisian total
pendapatan pada SPOP bagian D.

D. DATA SIPI DAN JUMLAH KAPAL

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

TOTAL JUMLAH KAPAL

E. PERNYATAAN
1. SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
2.  KUASA WAJIB
PAJAK
3. TEMPAT

4. TANGGAL
5. TANDA TANGAN
DAN CAP

6. NAMA LENGKAP

7. JABATAN

Diisi nomor urut.

Diisi nomor Surat Izin Penangkapan lkan yang
dimiliki Subjek Pajak/Wajib Pajak.

Diisi jumlah kapal penangkapan ikan untuk masing-
masing Surat Izin Penangkapan Ikan yang dimiliki
Subjek Pajak/Wajib Pajak.

Diisi hasil penjumlahan kolom nomor 3.

: Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP

ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

: Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

: Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

Lampiran SPOP.

: Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian

Lampiran SPOP.

. Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

: Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

: Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.




Q.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-6B

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 210
L-6B PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA SUBSEKTOR PEMBUDIDAYAAN IKAN PEMBETULAN KE I_]—I
NOP
L 1 I L 1 ] L L1 ] [ 1 1 ] L 1 1 ] L L [ e . | { T |
NPWP
S A
_ADATAUMUM e i
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) : 1. NOMOR 2 |
2. TANGGAL A e gy

3. LUAS : L ]
(Pindahkan luas pada angka 3 ke SPOP Bagian C.1)

L. B OATARINGIKEGIATANEUBIDAYA =~~~ - T
NO JENIS KEGIATAN JENIS HASIL BUDIDAYA ‘-:"::
7 ) 7

TOTAL LUAS

 OLOATAFENOARATANKOTOR | .

ke X -
NO JEMIS HASIL BUDIDAYA SRR i HARGA PER SATUAN PENDAPATAN KOTOR
il BERAT Re) ()
BERAT
[ 7 3 7 ] [ENEE)
—
TOTAL PENDAPATAN KOTOR c

(Pindahkan C ke SPOP Baglan D)

; (PERNYATAAN

Saya munnhh-n-hlhwl Lampiran S’O;’Inl lelah dilsi dengen jelas, b-n-lr.dln_luﬂ;]hp, !:;wl d;ng-n kaleniuan Pa:
dan Bangunan sebagaimana islah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 lentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lentang Pajek Bumi dan Bangunan

1, Dsumeu PAJAK/WAJIB PAJAK 2, E]KUASA WAJIB PAJAK 3 4.
(Tempaf) (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

ek ta Wi
lang Pajak Bumi

5 TANDA TANGAN DAN CAP

8. NAMA LENGKAP : l’

7. JABATAN A |

Halaman ke L__D darl EDHI'IIHII’! Lampilran L-6B
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6B

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK
PEMBETULAN

NOP
NPWP

A. DATA UMUM

Diisi tahun pajak PBB terutang.

Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

Diisi NOP Objek Pajak.

Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

SURAT IJIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

1. NOMOR
2. TANGGAL
3. LUAS

Diisi nomor Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Diisi tanggal SIUP.

Diisi luas perairan berdasarkan SIUP dalam satuan
meter persegi. Data luas pada angka 3 digunakan
sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan
pajak pada SPOP bagian C.1.

B. DATA RINCI KEGIATAN BUDIDAYA

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

TOTAL LUAS

C. DATA PENDAPATAN KOTOR

: Diisi nomor urut.

: Diisi nama jenis hasil pembudidayaan ikan.

: Diisi satuan berat ikan misalnya dalam ton atau

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2
Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

: Diisi nomor urut.
: Diisi  jenis kegiatan pembudidayaan, seperti

pembenihan, pembesaran, dan sebagainya.

: Diisi jenis ikan yang dibudidayakan, termasuk

rumput laut, kerang mutiara, lobster.

: Diisi  luas perairan yang digunakan untuk

pembudidayaan ikan sesuai yang tercantum dalam
SIUP.

. Diisi total penjumlahan luas (kolom 4) dalam satuan

meter persegi.

kilogram.

: Diisi jumlah produksi per jenis ikan dalam tahun

terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang dalam
satuan berat tertentu sesuai dengan isian kolom
nomor 3.

: Diisi harga jual rata-rata per jenis ikan per satuan

berat tertentu sesuai dengan isian kolom nomor 3.

: Diisi hasil perkalian jumlah produksi per jenis ikan

dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB
terutang (kolom nomor 4) dengan harga jual rata-
rata per jenis ikan per satuan berat tertentu (kolom
nomor 5).




TOTAL PENDAPATAN

D. PERNYATAAN

1.

2

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
KUASA WAJIB
PAJAK

TEMPAT

TANGGAL
TANDA TANGAN DAN
CAP

NAMA LENGKAP

JABATAN

-9 -

: Diisi total penjumlahan pendapatan kotor pada

kolom nomor 6. Total pendapatan kotor pada bagian
C digunakan sebagai dasar pengisian total
pendapatan pada SPOP PBB bagian D.

- Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP

ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

- Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

- Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

Lampiran SPOP.

. Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian

Lampiran SPOP.

. Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

: Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

- Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.



0]«

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-6C

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 200
L-6C PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA SUBSEKTOR JARINGAN PIPA PEMBETULAN KE D:I

AT
NO SECTION/RUASIJALUR PANJANG DIAMETER PIPA LUAS
(m) {m) (m7)
1 2 3 4 5
TOTAL LUAS [ B
(Pindshkan B ks SPOP PBB Baglan C.1)
G DATA BANGUNAN : S
SECTION/ PANJANG DIAMETER LUAS
NO ANGUNAN ANGUN
NAMA UNIT BANG RUAS/JALUR TAHUN DIB (™) (m) ™ BIAYA PEMBANGUNAN
) 2 3 4 L] [] TaBx8 []
TOTAL LUAS c

(Pindahkan C SPOP Baglan C.2)
o T

e ey
T PERNYATAAN : ‘ ;
hal's ol "h S A FASR A LN R el U 5 i Sl iy B -yl i Tl o g .
Saya menyalakan bahwa Lampiran SPOP Ini lelah diis| dengan Jelas, benar, dan lengksp, sesusl dengan kelsnluan Pas al 9 ayal Undang-Undang Nomer 12 985 tenlang Pajak Buml
dan Bangunan s abagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1994 leniang Perubahan slas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Bum! dan Bangunan.

i Daus.:ex PAJAK/WANB PAJAK 2 Dxuasa WAJIB PAJAK 3 4
rempety | rengge @etem raum)
Ll

5, TANDA TANGAN DAN CAP

6. NAMA LENGKAP ! I l

7. JABATAN : [ I

F inl dapat ek sesul K Halaman ke D:) darl Djlhlamlq Lampiran L-8C
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6C

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK

PEMBETULAN KE

NOP
NPWP

A. DATA UMUM

1. NAMA IZIN
2. NOMOR
3. TANGGAL

B. DATA BUMI

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4
Kolom Nomor 5

TOTAL LUAS

. DATA BANGUNAN

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2
Kolom Nomor 3
Kolom Nomor 4
Kolom Nomor 5
Kolom Nomor 6
Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8

TOTAL LUAS

. Diisi tahun pajak PBB terutang.
. Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh

Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama.
Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal,

LU

diisi tanda "-".

: Diisi NOP Objek Pajak.
: Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak

PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP
tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP
Subjek Pajak/Wajib Pajak.

Diisi sesuai izin yang dimiliki, contoh: persetujuan prinsip
untuk izin pemasangan jalur pipa.
Diisi nomor perizinan yang dimiliki.

Diisi tanggal berlaku izin.

Diisi nomor urut.

Diisi rincian nama section/ruas/jalur jaringan pipa.
Contoh: jalur south sumatera west java.

Diisi panjang jaringan pipa dalam satuan meter.

Diisi diameter pipa dalam satuan meter.

Diisi luas berdasarkan hasil perkalian antara panjang
jaringan pipa (kolom 3) dengan 2 kali diameter pipa
(kolom 4).

Diisi total penjumlahan luas (kolom 5). Total luas pada
bagian B digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi
yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

Diisi nomor urut.

Diisi nama jaringan pipa (apabila ada).

Diisi nama section/ruas/jalur jaringan pipa.

Diisi tahun jaringan pipa selesai dibangun.

Diisi panjang jaringan pipa dalam satuan meter.

Diisi diameter pipa dalam satuan meter.

Diisi luas tapak yang merupakan perkalian antara
panjang pipa (kolom 5) dengan diameter pipa (kolom 6)
dalam satuan meter persegi.

Diisi biaya yang dikeluarkan saat membangun jaringan
pipa dalam satuan rupiah.

Diisi total penjumlahan luas bangunan (kolom 7). Luas
bangunan pada bagian C digunakan sebagai dasar
pengisian luas bangunan pada SPOP bagian C.2.




D. PERNYATAAN

 1F

SUBJEK
PAJAK/WAJIB
PAJAK
KUASA WAJIB
PAJAK

. TEMPAT

TANGGAL

TANDA
TANGAN DAN
CAP

. NAMA

LENGKAP

. JABATAN

-93.

. Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani

oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

. Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani

oleh kuasa Wajib Pajak.

: Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

Lampiran SPOP.

. Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran

SPOP.

: Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau

kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak
berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan
cap perusahaan.

. Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau

kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

. Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau

kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-6D

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 210
L-6D PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA SUBSEKTOR JARINGAN KABEL PEMBETULAN KE [:I___]

PANJANG DIAMETER LUAS
NO SECTION/RUAS/JALUR m m ™
i H 3 L] ¥
TOTAL LUAS B

(Pindahkan B ke SPOP baglan C 1)
™ =TT

>
o
>
=
Z
z

« SECTION/ PANJANG DIAMETER LUAS
NO NAMA UNIT BANGUNAN RUAS/JALUR TAHUN DIBANGUN ™ (™) (m) BIAYA PEMBANGUNAN
1 2 J [] L] [] T=5x8 []
LUAS BANGUNAN

P

LR D PRRNYATAAN - ¥ Pl Ty
R RN T B <A TR AL S S T R g D o T RN e
Says manyalakan bahwa Lampiran SPOP inl lelah dils| dengan jelas, benar, dan lengkap, s esual dengan kelenluan Pasal § ayal (2) Undang-Undang Momor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana lalah diubah dengan Undang-Undang Namor 12 Tahun 1994 lenlang Parubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1085 lanlang Pajak Bumi dan Bangunan

1 Dsumex PAJAK/WAJIB PAJAK 2. Dxuas.\ WANB PAJAK a 4
(Tempai) (Tanggal) Bulen)  (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP

6. NAMA LENGKAP [ l

7. JABATAN J r l

AR R A Ntamane [ ] ] sert [_]_Jputemen tampien a0




NOP
NPWP

DATA UMUM
1. NAMA IZIN

2. NOMOR
3. TANGGAL
DATA BUMI

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4
Kolom Nomor 5

TOTAL LUAS

-95 .

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6D

DATA BANGUNAN

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2
Kolom Nomor 3
Kolom Nomor 4
Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6
Kolom Nomor 7

Kolom Nomor 8

LUAS BANGUNAN

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN
TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE

Diisi tahun pajak PBB terutang.

Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

Diisi NOP Objek Pajak.

Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek
Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

Diisi sesuai izin yang dimiliki, contoh: persetujuan
prinsip untuk izin pemasangan jalur kabel.
Diisi nomor perizinan yang dimiliki.

Diisi tanggal berlaku izin.

Diisi nomor urut.

Diisi rincian nama section/ruas/jalur jaringan
kabel.

Diisi panjang jaringan kabel dalam satuan meter.
Diisi diameter kabel dalam satuan meter.

Diisi luas berdasarkan hasil perkalian antara
panjang jaringan kabel (kolom 3) dengan 2 kali
diameter kabel (kolom 4).

Diisi total penjumlahan luas (kolom 5). Total luas
pada bagian B digunakan sebagai dasar pengisian
luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian
C.1.

Diisi nomor urut.

Diisi nama jaringan kabel (apabila ada).

Diisi nama section/ruas/jalur jaringan kabel.

Diisi tahun jaringan kabel selesai dibangun.

Diisi panjang jaringan kabel yang berada di laut
dalam satuan meter.

Diisi diameter kabel dalam satuan meter.

Diisi luas tapak yang merupakan perkalian antara
panjang kabel (kolom 5) dengan diameter kabel
(kolom 6) dalam satuan meter persegi.

Diisi biaya yang dikeluarkan saat membangun
jaringan kabel dalam satuan rupiah.

Diisi total penjumlahan luas bangunan (kolom 7).
Luas bangunan pada bagian C digunakan sebagai
dasar luas bangunan pada SPOP
bagian.C.2.

pengisian




D. PERNYATAAN

1.

SUBJEK
PAJAK/WAJIB
PAJAK
KUASA WAJIB
PAJAK
TEMPAT

TANGGAL
TANDA TANGAN
DAN CAP

NAMA LENGKAP

JABATAN

596

Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP
ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian
Lampiran SPOP.

Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak
atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.
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BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-6E

LAMPIRAN TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 210
L-6E PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA SUBSEKTOR RUAS JALAN TOL PEMBETULAN KE E]]
NOP
[ TS TR SN WY JRCT WY WA TNV JCH NS SN NN NN SN SN SN U SN U T W TR N |
NPWP
i et [ N e Sl T e LT S L SN T S O R T ) |

> TT

CADATAUMUM

PONDASI PER TAPAK JUMLAH AR OAR TABAR
- TAPAK
PANIANG TEBAR 1UAs )
(m) (m) (m"%
] 2 3 q=(223) [] 8= (4x5)
TOTAL LUAS 8

B ke SPOP Bagl

0, DATA BANGUNAN
TAHUN PANJANG LEBAR (g
NO JENIS JALAN/ JEMBATAN TOL NAMA RUAS o o o ‘m
1 H 3 ; - . ’
TOTAL LUAS [ .

(Pindahkan C ke SPOP baglan C 2)
a : Alaas .

E .Bwl mot.w-lhl;n bahwi pi;ln W-h h Glill dmp;n |elas, benar, dan le , sesual di elentuan v;l [F]] Llnd- nﬂ}nq MNomor 12 Tahun 1985 h;lhng luml
dan Bangunan s ebagaimana lelah divbah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 lanlang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1885 lenlang Psjak Bum| dan Bangunan
1 DSUGJEK PAJAK/WA B PAIAK 2. DKUASA WAJIB PAJAK 3. 4
S e SR e e TN (T [N V) B
(Tempal) (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP

8. NAMA LENGKAP

7. JABATAN

Formule Ini dapat diperbany ak sesusl kebuiuhen Halaman ke I I ll.rl I | |MI|lqunLlll|plrlnL-IE




NOP
NPWP

DATA UMUM
1. NAMA IZIN
2. NOMOR

3. TANGGAL

DATA BUMI

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2
Kolom Nomor 3
Kolom Nomor 4
Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

TOTAL LUAS
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6E

INFORMASI IDENTITAS LAMPI
TAHUN PAJAK :
PEMBETULAN KE

RAN

Diisi tahun pajak PBB terutang.

Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP
oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

: Diisi NOP Objek Pajak.
: Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek

Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

: Diisi nama izin yang dimiliki.
: Diisi nomor perizinan yang dimiliki.
. Diisi tanggal berlaku izin.

: Diisi nomor urut.

: Diisi panjang pondasi per tapak ruas jalan tol dalam

satuan meter.

. Diisi lebar pondasi per tapak ruas jalan tol dalam

satuan meter.

. Diisi luas pondasi per tapak ruas jalan tol dalam

satuan meter persegi.

. Diisi jumlah tapak ruas jalan tol.
. Diisi jumlah luas tapak berdasarkan hasil perkalian

antara luas pondasi per tapak (kolom 4) dengan
jumlah tapak (kolom 5) dalam datuan meter persegi.

. Diisi total penjumlahan luas (kolom 6) dalam satuan

DATA BANGUNAN

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3
Kolom: Nomor 4
Kolom Nomor S5
Kolom Nomor 6
Kolom Nomor 7

TOTAL LUAS

meter persegi. Total luas pada bagian B digunakan
sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan
pajak pada SPOP bagian C.1.

. Diisi nomor urut.
. Diisi jenis jalan/jembatan tol antara lain: jalan tol

rigid dengan pondasi tiang pancang; jalan tol
komposit dengan pondasi tiang pancang, jembatan
tol dengan pilar, jembatan tol dengan abutment,
jalan layang tol dan interchange.

: Diisi nama ruas jalan tol.

. Diisi tahun jalan tol selesai dibangun.

: Diisi panjang per ruas jalan tol dalam satuan meter.
: Diisi lebar per ruas jalan tol dalam satuan meter.

. Diisi hasil perkalian panjang (kolom 5) dengan lebar

(kolom 6) dalam satuan meter persegi.

.. Diisi total penjumlahan luas bangunan (kolom 7).

Luas bangunan pada bagian C digunakan sebagai




D.

PERNYATAAN

L

2.

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
KUASA WAJIB
PAJAK

TEMPAT

TANGGAL
TANDA TANGAN
DAN CAP

NAMA LENGKAP

JABATAN

-99 -

dasar pengisian luas bangunan pada SPOP bagian
C.2.

: Diisi tanda silang bila Lampiran  SPOP

ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

: Diisi tanda  silang bila Lampiran  SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

: Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

Lampiran SPOP.

: Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian

Lampiran SPOP.

: Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

: Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

. Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.
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INFORMASI IDENTITAS LAMPIRA

TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE

- 101 -

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6F

: Diisi tahun pajak PBB terutang.

: Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP

oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

: Diisi NOP Objek Pajak.
: Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek

Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

: Diisi nama izin yang dimiliki.

: Diisi nomor perizinan yang dimiliki.
. Diisi tanggal berlaku izin.

: Diisi luas permukaan bumi offshore berdasarkan

NOP
NPWP
A. DATA UMUM
1. NAMA IZIN
2. NOMOR
3. TANGGAL
4. LUAS
B. DATA BANGUNAN

Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2
Kolom Nomor 3
Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7
Kolom Nomor 8
Kolom Nomor 9
Kolom Nomor 10
Kolom Nomor 11

Kolom Nomor 12

Kolom Nomor 13
Kolom Nomor 14

izin. Luas permukaan bumi offshore pada angka 4
digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang
dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

. Diisi nomor urut.
: Diisi nama unit bangunan.

Diisi Jenis Penggunaan Bangunan antara lain:
FSO/FPS/FPU/FSU/FPSO/FSRU.

Diisi tahun selesainya pembangunan atau tahun
pembuatan.

Diisi kondisi bangunan secara umum antara lain:
sangat baik, baik, sedang, atau jelek.

Diisi jenis konstruksi bangunan antara lain: baja,
beton, aspal, komposit, batu bata, kayu, atau
lainnya.

Diisi panjang penampang bangunan dalam satuan
meter.

Diisi lebar penampang bangunan dalam satuan
meter.

Diisi tinggi permukaan bangunan dari permukaan
air laut dalam satuan meter.

Diisi luas bangunan dalam satuan meter persegi.
Diisi jumlah tangki yang ada di bangunan.

Diisi total kapasitas tangki dalam satuan meter
kubik.

Diisi jenis sistem mooring yang digunakan.

Diisi jenis sistem penggerak yang digunakan
bangunan offshore.




TOTAL LUAS

D. PERNYATAAN

1.

SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK

KUASA WAJIB

PAJAK
NAMA LENGKAP

JABATAN

TEMPAT
TANGGAL

TANDA TANGAN DAN
CAP

-102 -

Diisi hasil penjumlahan luas bangunan pada
kolom nomor 10. Total luas bangunan pada bagian
B digunakan sebagai dasar pengisian luas
bangunan pada SPOP bagian C.2.

: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP

ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib
Pajak.

: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

. Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

: Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

: Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

Lampiran SPOP.

. Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian

Lampiran SPOP.

. Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-7

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRA

TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE

1. NOP
2. NPWP

3. JUMLAH BANGUNAN

A. BANGUNAN KELOMPOK I
Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3
Kolom Nomor 4
Kolom Nomor 5
Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7
Kolom Nomor 8

: Diisi tahun pajak PBB terutang.

: Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP

oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak
yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan
adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

: Diisi NOP Objek Pajak.
: Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek

Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat
NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar
maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

. Diisi jumlah total unit bangunan.

: Diisi nomor urut.
: Diisi  jenis penggunaan bangunan umum

berdasarkan tabel jenis penggunaan bangunan
umum.

Tabel Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Umum

No Jenis Penggunaan Bangunan Umum

Apartemen

Bangunan Parkir

Bengkel/Gudang

Gedung Pertemuan

Gedung Sekolah

Hotel/Wisma

Olahraga/Rekreasi

Pabrik

L R et Bl fl Es B

Perkantoran

Perumahan

[
= O

Stasiun Pengisian Bahan Bakar

12. |Rumah Sakit/Klinik

13. |Toko/Apotik/Ruko

14. |Restoran

15. |Lain-Lain

: Diisi nama unit bangunan, contoh mess karyawan

G-2, kantor manajemen, dan sebagainya.

: Diisi lokasi bangunan berada, contoh di area,

cluster, site, blok, desa atau sejenisnya.

: Diisi kondisi bangunan secara umum antara lain:

sangat baik, baik, sedang, atau jelek.

: Diisi tahun selesai dibangun.
: Diisi tahun terakhir bangunan direnovasi.
: Diisi jumlah lantai bangunan.




Kolom Nomor 9

Kolom Nomor 10

Kolom Nomor 11

Kolom Nomor 12

Kolom Nomor 13

Kolom Nomor 14

Kolom Nomor 15

Kolom Nomor 16

Kolom Nomor 17

Kolom Nomor 18

Kolom Nomor 19
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. Diisi luas per unit bangunan dalam satuan meter

persegi. Dalam hal unit bangunan memiliki lantai
lebih dari satu, maka Iluas wunit bangunan
merupakan total luas hasil penjumlahan luas tiap
lantai bangunan.

: Diisi jenis konstruksi bangunan antara lain: baja,

beton, aspal, komposit, batu bata, kayu, atau
lainnya.

. Diisi jumlah lantai basement.
. Diisi luas total lantai basement dalam satuan meter

persegi.

: Diisi jenis material dinding dalam antara lain:

gypsum impor, gypsum lokal, pasangan dinding "2
batu, triplek, atau plywood.

: Diisi jenis material dinding luar yang digunakan

antara lain: kaca, pasangan celcon, pasangan
dinding % batu, beton pracetak, seng, atau kayu.

: Diisi jenis material pelapis dinding dalam antara

lain: granit impor, marmer impor, marmer lokal,
kaca impor, kaca lokal, granit impor, granik lokal,
atau keramik standar.

. Diisi jenis material pelapis dinding luar antara lain:

kaca impor, kaca lokal, marmer impor, marmer
lokal, cat, wallpaper, granit impor, granit lokal,
atau keramik standar.

. Diisi jenis material langit-langit yang digunakan

antara lain: gypsum, akustik, triplek dan cat, atau
eternit.

. Diisi jenis material atap yang digunakan antara

lain: pelat beton, genteng keramik, genteng pres
beton, asbes gelombang, seng gelombang, genteng
sirap, atau genteng tanah liat.

: Diisi jenis material penutup lantai yang digunakan

antara lain: marmer, keramik, teraso, atau ubin
pc/papan.

Kolom nomor 20 sampai dengan kolom nomor 25 merupakan data tambahan
untuk JPB Pabrik dan JPB Bengkel /Gudang.

Kolom Nomor 20
Kolom Nomor 21
Kolom Nomor 22
Kolom Nomor 23
Kolom Nomor 24

Kolom Nomor 25

. Diisi keliling dinding dalam satuan meter.

. Diisi tinggi kolom dalam satuan meter.

: Diisi lebar bentang dalam satuan meter.

: Diisi luas mezzanine dalam satuan meter persegi.

: Diisi daya dukung lantai dalam satuan kilogram per

meter persegi (kg/m?2).

: Diisi tipe daya dukung lantai antara lain ringan,

sedang, menengah, berat, atau sangat berat.
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Kolom nomor 26 merupakan data tambahan untuk JPB Stasiun Pengisian Bahan

Bakar.
Kolom Nomor 26 : Diisi jumlah kanopi.
Kolom Nomor 27 : Diisi dengan jenis fasilitas yang terpasang pada

setiap bangunan dan keterangannya. Dalam hal
terdapat fasilitas:

1. AC, maka diisi data berupa jenis AC (split/
floor/ window/ central), dan jumlah PK.

2. Lift, maka diisi data berupa jenis Ilift
(penumpang/barang), dan jumlah unit.

3. Eskalator, maka diisi data berupa jenis
escalator (lebar <0,8m / lebar >0,8m),
jumlah unit.

4. Pagar, maka diisi data berupa jenis pagar
(batako/ beton pracetak/ BRC/ bata/
besi), dan tinggi pagar (m).

5. Genset, maka diisi data berupa besar
kapasitas (kVA).

6. Daya Listrik Terpasang, maka diisi data
berupa besar daya listrik terpasang (watt).

7. Sistem Air Panas, maka diisi data berupa
“Ada Sistem Air Panas”.

8. Sistem Pengolahan Limbah, maka diisi
data berupa “Ada Sistem Pengolahan
Limbah”.

9. Sumur Artesis, maka diisi data berupa
kedalaman sumur (m).

10. Reservoir, maka diisi data berupa “Ada
Reservoir”.

11. Proteksi Api, maka diisi data berupa jenis
(hydrant/ sprinkler/alarm kebakaran/
interkom).

12. Penangkal Petir, maka diisi data berupa
“Ada Penangkal Petir”.

13. Saluran PABX, maka diisi data berupa
jumlah saluran.

14. Sistem Tata Suara, maka diisi data berupa
“Ada Sistem Tata Suara”.

15. Video Interkom, maka diisi data berupa
luas (m?2), dan jumlah lantai terpasang.

16. Sistem TV, maka diisi data berupa jenis
(MATC/CCTV), luas (m?), dan jumlah lantai
terpasang.

17. Kolam Renang, maka diisi data berupa
luas (m?2), dan jenis finisihing (diplester/
dengan pelapis).

18. Lapangan Tenis, maka diisi data berupa
dengan jenis (beton/aspal/tanah liat),




TOTAL LUAS
BANGUNAN

B. BANGUNAN KELOMPOK II
Kolom Nomor 1
Kolom Nomor 2

-107 -

lampu (ada lampu/tidak ada lampu, dan
jumlah lapangan (ban).

19. Perkerasan, maka diisi data berupa
dengan jenis perkerasan
(ringan/sedang/keras), dan jumlah luas
(m?2).

. Diisi total luas bangunan yang merupakan total

penjumlahan kolom nomor 9. Total luas bangunan
pada huruf A kemudian dipindahkan ke bagian
penjumlahan angka 1.

. Diisi nomor urut.
. Diisi

jenis  penggunaan bangunan khusus
berdasarkan tabel jenis penggunaan bangunan
khusus.

Tabel Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Khusus

No Jenis Penggunaan Bangunan Khusus

Anjungan Lepas Pantai/Platform

Cerobong

Compressor

Condensate Recovery

Condensate Stabilization Unit

Cooler

Dermaga/Pelabuhan Khusus

Gas Boot

Q0| S O CR) ] ai B &=

Gathering Testing Satellite

—
=

Jalan  Yang  Diperkeras Di  Lokasi
Penambangan dan/atau Dalam Komplek

11. [Jaringan Pipa

12. |Kilang

13. |Konveyor

14. |Landasan Pesawat Udara

15. |Oil Metering

16. |Oil/Gas Processing Plant

17. |Pipa

18. |Power Generator

19. |Power Plant

20. |Pumps

21. |Scrubber

22. |Separator

23. |Silo

24. |Mooring

25. |Suar Bakar/Flare

26. |Sumur

27. |Tangki

28. |Menara Tangki

29, Water Treatment Plant




Kolom Nomor 3

Kolom Nomor 4

Kolom Nomor 5

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7
Kolom Nomor 8
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Tabel Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Khusus

No Jenis Penggunaan Bangunan Khusus
30. |Cooling Tower
31. |Dam/Sump/Pond
32. |Manifold
33. |Pump Station
34. |Rock Muffler
35. |Swicth Yard
36. |Menara Transmisi
37. |Transformator
38. |Floating Dock
39. |Floating Production System (FPS)
40. |Floating Production Storage And Offloading
(FPSO)
41. |Floating Processing Unit (FPU)
42. |Floating Storage And Offloading (FSO)
43. |Floating Storage Regasification Unit (FSRU)
44. |Floating Storage Unit (FSU)
45. |Glycol Dehydrator
46. |Pig Receiver/Launche
47. | Wellhead
48 |Flash Chamber
49. |Expansion Vessel
50. |Chemical Electric
51. |Bak Oil Catcher
52. |Heat Exchanger
53. |Loading Terminal
54. |Early Production Facilities
55. |Oil Catcher
56. | Water Injection Pond
57. |Water Pond
58. |Sludge Pond
59. |Accomodation Work Barge (AWB)
60. ([Lain-Lain

silo

. Diisi nama unit bangunan, contoh cerobong PKS-1,

PKS-2, water treatment plant PKS-3, dan

sebagainya.

. Diisi lokasi bangunan berada, contoh di area,

cluster, site, blok, desa atau sejenisnya.

. Diisi jenis konstruksi bangunan antara lain: baja,

beton, aspal, komposit, batu bata, kayu, atau
lainnya.

. Diisi kondisi bangunan secara umum antara lain:

sangat baik, baik, sedang, atau jelek.

. Diisi tahun selesai dibangun.
. Diisi tahun terakhir bangunan direnovasi.
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Kolom nomor 9 sampai dengan kolom nomor 11 merupakan data untuk JPB

Cerobong.
Kolom Nomor 9

Kolom Nomor 10

Kolom Nomor 11

. Diisi tinggi bangunan cerobong dalam satuan

meter.

. Diisi diameter bangunan cerobong dalam satuan

meter.

. Diisi bentuk cerobong yaitu pipa tunggal (1 pipa),

pipa ganda (2 pipa), atau 3 pipa.

Kolom nomor 12 sampai dengan kolom nomor 15 merupakan data untuk JPB

Konveyor.
Kolom Nomor 12

Kolom Nomor 13

Kolom Nomor 14

Kolom Nomor 15

: Diisi tinggi tiang/kaki bangunan konveyor dalam

satuan meter.

. Diisi jarak antar tiang/kaki konveyor dalam satuan

meter.

: Diisi tinggi penyangga konveyor dalam satuan

meter.

: Diisi lebar penyangga konveyor dalam satuan

meter.

Kolom nomor 16 sampai dengan kolom nomor 21 merupakan data untuk JPB

Jaringan Pipa.
Kolom Nomor 16

Kolom Nomor 17

Kolom Nomor 18
Kolom Nomor 19
Kolom Nomor 20
Kolom Nomor 21

: Diisi posisi yaitu onshore di bawah tanah, onshore

di atas tanah, onshore di perlintasan, offshore
(lepas pantai).

: Diisi lebar jalur pipa/right of way dalam satuan

meter.

: Diisi panjang jaringan pipa dalam satuan meter.
. Diisi panjang pipa/unit dalam satuan meter.

: Diisi diameter pipa dalam satuan meter.

: Diisi jumlah pipa.

Kolom nomor 22 sampai dengan kolom nomor 25 merupakan data untuk JPB

Silo.

Kolom Nomor 22
Kolom Nomor 23
Kolom Nomor 24
Kolom Nomor 25

: Diisi tinggi silo dalam satuan meter.

: Diisi diameter silo dalam satuan meter.

. Diisi tinggi kolom silo dalam satuan meter.
: Diisi bentuk silo yaitu silinder atau kotak.

Kolom nomor 26 sampai dengan kolom nomor 30 merupakan data untuk JPB

Tangki.

Kolom Nomor 26
Kolom Nomor 27
Kolom Nomor 28
Kolom Nomor 29

Kolom Nomor 30

. Diisi tinggi tangki dalam satuan meter.

. Diisi diameter tangki dalam satuan meter.

. Diisi volume tangki dalam satuan meter kubik.

: Diisi bentuk tangki yaitu silinder/tabung atau

spherical/bola.

: Diisi letak tangki yaitu di bawah tanah atau di atas

tanah.
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Kolom nomor 31 sampai dengan kolom nomor 35 merupakan data untuk JPB
Selain Cerobong, Konveyor, Jaringan Pipa, Silo, dan Tangki.

Kolom Nomor 31 . Diisi panjang bangunan dalam satuan meter.

Kolom Nomor 32 : Diisi lebar bangunan dalam satuan meter.

Kolom Nomor 33 . Diisi tinggi bangunan dalam satuan meter.

Kolom Nomor 34 . Diisi diameter bangunan dalam satuan meter.

Kolom Nomor 35 . Diisi volume bangunan dalam satuan meter kubik.

Kolom Nomor 36 . Diisi luas bangunan dalam satuan meter persegi.
Luas bangunan harus diisi untuk setiap bangunan.

Kolom Nomor 37 : Diisi dengan jenis fasilitas yang terpasang pada

setiap jenis penggunaan bangunan khusus dan
keterangannya. Dalam hal terdapat fasilitas:

1. AC, maka diisi data berupa jenis AC (split/
floor/ window/ central), dan jumlah PK.

2. Lift, maka diisi data berupa jenis I[ift
(penumpang/barang), dan jumlah unit.

3. Eskalator, maka diisi data berupa jenis
escalator (lebar <0,8m / lebar >0,8m),
jumlah unit.

4. maka diisi data berupa jenis pagar
(batako/ beton pracetak/ BRC/ bata/
besi), dan tinggi pagar (m).

5. Genset, maka diisi data berupa besar
kapasitas (kVA).

6. Daya Listrik Terpasang, maka diisi data
berupa besar daya listrik terpasang (watt).

7. Sistem Air Panas, maka diisi data berupa
“Ada Sistem Air Panas”.

8. Sistem Pengolahan Limbah, maka diisi
data berupa “Ada Sistem Pengolahan
Limbah”.

9. Sumur Artesis, maka diisi data berupa
kedalaman sumur (m).

10. Reservoir, maka diisi data berupa “Ada

Reservoir”.

11. Proteksi Api, maka diisi data berupa jenis
(hydrant/sprinkler/alarm kebakaran/
interkom).

12. Penangkal Petir, maka diisi data berupa
“Ada Penangkal Petir”.

13. Saluran PABX, maka diisi data berupa
jumlah saluran.

14. Sistem Tata Suara, maka diisi data berupa
“Ada Sistem Tata Suara”.

15. Video Interkom, maka diisi data berupa
luas (m?), dan jumlah lantai terpasang.




TOTAL LUAS BANGUNAN

PENJUMLAHAN

1. TOTAL LUAS
BANGUNAN
KELOMPOK I

2. TOTAL LUAS
BANGUNAN
KELOMPOK I

3. TOTAL LUAS
BANGUNAN

B. PERNYATAAN
1. SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
2. KUASA WAJIB
PAJAK
3. NAMA LENGKAP

4. JABATAN

5. TEMPAT
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16. Sistem TV, maka diisi data berupa jenis
(MATC/CCTV), luas (m?), dan jumlah lantai
terpasang.

17. Kolam Renang, maka diisi data berupa
luas (m?), dan jenis finisthing (diplester/
dengan pelapis).

18. Lapangan Tenis, maka diisi data berupa
dengan jenis (beton/aspal/tanah lat),
lampu (ada lampu/tidak ada lampu, dan
jumlah lapangan (ban).

19. Perkerasan, maka diisi data berupa

dengan jenis perkerasan
(ringan/sedang/keras), dan jumlah luas
(m?2).

: Diisi total luas bangunan yang merupakan total

penjumlahan kolom nomor 36. Total Iluas
bangunan pada huruf B kemudian dipindahkan ke
bagian penjumlahan angka 2.

: Diisi total luas bangunan kelompok I dalam satuan

meter persegi.

. Diisi total luas bangunan kelompok II dalam satuan

meter persegi.

: Diisi hasil penjumlahan total luas bangunan

kelompok I (angka 1) dan total luas bangunan
kelompok Il (angka 2). Total luas bangunan pada
angka 3 merupakan dasar pengisian luas
bangunan pada SPOP bagian C.2.

: Diisi  tanda  silang bila Lampiran  SPOP

ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP

ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

: Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

. Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani
Lampiran SPOP.

. Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian

Lampiran SPOP.
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6. TANGGAL . Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian
Lampiran SPOP.
7. TANDA TANGAN DAN : Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
CAP atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau
Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus
dibubuhi dengan cap perusahaan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.
L’-’KE?’RLA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI P*-
NIP 19700311 199503 1 002
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